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ABSTRAK 

 

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN 

PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN PADA 

PUTUSAN NOMOR 1054/Pid.B/2022/PN Tjk 

 

Oleh  

 

Putri Aidha 

 

Penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan tindak pidana yang sering 

terjadi di Indonesia. Dalam kasus Angga Brawijaya, penganiayaan yang dilakukan 

bukan dilandasi oleh niat jahat terhadap korban, melainkan sebagai bentuk 

pembelaan diri. Pada Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk, hakim menjatuhkan 

pidana penjara selama 3 tahun 8 bulan. Meskipun bagi sebagian orang hukuman ini 

dianggap tidak adil karena pelaku hanya bermaksud membela diri, putusan tersebut 

merupakan hasil dari pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 

di persidangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan 

guna membela diri serta kesesuaiannya dengan nilai keadilan.  

 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang Kelas IA, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Lampung. Data sekunder bersumber dari Peraturan Perundang-

Undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi relevan. Seluruh data dianalisis 

dengan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan pada penelitian. 

 

Hasil penelitian membuktikan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, 

filosofis, dan sosiologis. secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 

351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Secara 

filosofis, hukuman dijatuhkan agar terdakwa jera dan menyadari kesalahannya. 

Secara sosiologis, hakim menilai kepribadian terdakwa, sikap kooperatif, serta 

faktor yang meringankan dan memberatkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 

putusan hakim dinilai adil dan mencerminkan rasa keadilan, prinsip ketuhanan 

Yang Maha Esa, serta sesuai dengan ketentuan undang-undang.  

 

Saran penelitian ini menekankan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam 

menjatuhkan putusan, namun tetap harus berpegang pada fakta persidangan dan  
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nilai-nilai keadilan masyarakat. Putusan pidana tidak semata-mata memberi 

hukuman, tetapi juga mendidik agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan 

menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas.  

 

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Penganiayaan, Pembelaan 

Terpaksa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

BASIC ANALYSIS OF JUDGES CONSIDERATIONS IN IMPOSING 

PRISON SENTENCES ON PERPETRATORD OF PERSECUTION IN 

DECISION NUMBER 1054/Pid.B/2022/PN Tjk 

 

Written by:  

 

Putri Aidha 

 

Assault that results in death is a criminal offense that frequently occurs in 

Indonesia. In the case of Angga Brawijaya, the assault committed was not motivated 

by malicious intent toward the victim, but rather as a form of self-defense. In 

Decision Number 1054/Pid.B/2022/PN Tjk, the judge imposed a prison sentence of 

3 years and 8 months. Although some people consider this punishment unfair 

because the perpetrator only intended to defend himself, the decision represents the 

outcome of the judge’s deliberation based on the facts revealed during the trial. The 

problem in this research is the basis for the judge’s consideration in imposing a 

crime out in self-defense and its conformity with the values of justice.  

 

This research employs a normative juridical approach and an empirical juridical 

approach. Primary data is obtained through interviews with the Judge of the 

Tanjung Karang District Court Class IA, and a Lecturer in the Criminal Law 

Department of the Faculty of Law at the University of Lampung. Secondary data is 

sourced from legislation, legal literature, and relevant official documents. All data 

was analyzed using qualitative analysis methods to answer research problems.  

 

The research results indicate that the judge considers juridical, philosophical, and 

sociological aspects. Juridically, the defendant’s actions fulfill the elements of 

Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code regarding assault that results in 

death. Philosophically, the punishment is imposed to deter the defendant and make 

him realize his mistake. Sociologically, the judge evaluates the defendant’s 

personality, cooperative attitude, as well as mitigating and aggravating factors. 

Based on these consideration, the judge’s decision is deemed fair and reflects a 

sense of justice, the principle of belief in the Almighty God, and is in accordance 

with the provisions of the law.   

 

The suggestion of this research emphasize that judges have the freedom in imposing 

decision, but they must still adhere to the facts of the trial and the values of societal 
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justice. Criminal decisions are not merely about giving punishment, but also 

educate so that the perpetrator does not repeat the act serve as a lesson for the 

wider society.  

 

Keywords: Judges Consideration Basis, Assault, Necessity Defense.  
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“Jadilah baik, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” 

(Qs. Al Baqarah Ayat 195) 
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“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan 

memudahkan baginya jalan menuju surga” 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Hukum diciptakan dengan tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dengan 

tujuan ini diharapkan hukum dapat menjadi alat untuk mencegah terjadinya 

kejahatan atau perbuatan yang mengganggu kemanan, kenyamanan dan ketertiban 

di masyarakat. Bukan hanya untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam 

masyarakat, tapi hukum juga memberikan perlindungan kepada orang-oarang yang 

haknya direnggut dan ditindas olah orang lain. Hukum hadir untuk memberikan 

keadilan, kepastian, serta kemanfaatan untuk setiap orang yang membutuhkan.    

 

Definisi hukum sendiri menurut Notohamidjojo adalah peraturan yang tertulis 

maupun tidak tertulis yang umumnya bersifat mengikat bagi perilaku manusia 

dalam masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional, berfokus pada 

dua prinsip utama; keadilan dan efisiensi, untuk mencapai ketertiban dan 

kedamaian dalam komunitas.1 Jika berbicara tentang perbuatan kriminal tidak 

pernah terlepas dari hukum pidana. Soedarto menjelaskan bahwa hukum pidana 

berisi ketentuan-ketentuan hukum yang menyebabkan tindakan-tindakan tertentu 

dan menghasilkan konsekuensi berupa hukuman.2 Yang dimana arti pidana sendiri 

adalah nestapa. Menurut Soedarto, pidana merupakan nestapa yang diberikan oleh 

negara kepada individu yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-

undang (hukum pidana), tujuannya agar pelanggar merasakan nestapa, pemberian 

nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar 

undang-undang tidak lain harapannya agar ia merasa jera, menyesal, dan tidak 

                                                             
1 Wahyu Sasongko., “Dasar-Dasar Ilmu Hukum”, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 

September 2013), hlm. 15.  
2 Amir Ilyas., “Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban 

Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan”, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-

Indonesia, 2012), hlm. 2.  
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mengulangi perbuatannya.3 Hukum pidana dapat diartikan sebagai seperangkat 

peraturan hukum yang menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang serta sanksi 

yang akan dikenakan bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.4 Moelyatno 

menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan salah satu unsur dari keseluruhan 

sistem hukum yang ada di suatu negara, yang mencakup prinsip-prinsip dan 

ketentuan untuk: 

1. Menetapkan tindakan-tindakan tertentu yang tidak diperbolehkan, yang 

merupakan larangan, yang disertai dengan konsekuensi atau hukuman 

tertentu bagi individu yang melanggar larangan tersebut; 

2. Menetapkan kapan dan dalam keadaan apa seseorang yang telah melanggar 

larangan-larangan tersebut dapat dikenakan hukuman yang telah ditetapkan 

sebelumnya;  

3. Menerapkan dengan metode bagaimana hukuman tersebut dapat 

dilaksanakan apabila ada individu yang dicurigai telah melakukan 

pelanggaran terhadap larangan itu.5 

 

Hukum pidana memiliki fungsi. Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu:  

1. Fungsi umum hukum pidana yaitu untuk mengatur intyeraksi sosial atau 

mengelola struktur kehidupan dalam masyarakat. 

2. Fungsi khusus hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan hukum 

dari tindakan yang ingin merugikannya, dengan sanksi pidana yang lebih 

tegas dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum lainnya.6 

 

Hukum merupakan seperangkat aturan yang terdapat sanksi didalamnya, sedangkan 

tindak pidana adalah perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. 

Pengertian tindak pidana ini menurut Simons adalah sebuah perbuatan yang 

melanggar hukum dan dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang 

                                                             
3 Rahmad Roziwan, dkk., “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Melakukan 

Penggelapan Karena Adanya Hukungan Kerja”, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol. 2 No. 2, 

September 2022, hlm. 112.  
4 Aris Prio Agus Santoso., dkk, “Pengantar Hukum Pidana”, (Yogyakarta: 

PUSTAKABARUPRESS, 2022), hlm. 5.  
5 Amir Ilyas., Op.Cit., hal. 3-4.  
6 Tri Andrisman, “Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasae Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia”, 

(Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm. 23.  
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bertanggungjawab atas tindakannya serta dianggap dapat dikenai sanksi hukum.7 

Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum wajib untuk 

dikenakan sanksi sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Seperti salah satu adagium 

hukum “cogitationis poenam nemo patitur” yang memiliki arti tidak ada 

seorangpun yang dapat dihukum atas apa yang dipikirkannya. Maka dapat 

disimpulkan kalau seseorang tidak dapat dijatuhkan pidana atas apa yang 

dipikirkannya, tapi terhadap perilakunya. Hukum pidana berlaku jika sudah 

terdapat perwujudan dari niat orang tersebut. Karena, perbuatannyalah yang dapat 

merugikan atau meresahkan orang lain. Namun, seseorang tidak dapat dipidana 

apabila perbuatan tersebut tidak diatur atau tidak berdasarkan kekuatan ketentuan 

perundang-undangan pidana yang telah ada. Jadi bukan hanya karena pebuatannya 

yang merugikan orang lain sehingga seseorang dapat dihukum tapi karena 

perbuatan tersebut juga telah di atur dalam perundang-undangan.  

 

Pembunuhan merupakan salah satu contoh dari sekian banyak tindak pidana yang 

ada di Indonesia. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Pembunuhan adalah perbuatan yang 

mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Yang dapat dikatakan tindak pidana 

pembunuhan adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan niat awal 

untuk menghilangkan nyawa orang lain. Para ahli umumya tidak menguraikan 

pengertian atau definisi tentang pembunuhan, tetapi banyak yang 

mengklasifikasikannya sebagai kejahatan kepada nyawa (jiwa) orang lain, 

kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen bet leven) merupakan serangan yang 

dilakukan terhadap jiwa orang lain atau tindakan berisiko yang dapat 

membahayakan nyawa orang lain, dari sudut pandang ini nyawa manusia menjadi 

fokus utama dari perlindungan hukum yang diberikan.8  

 

Pasal 338 KUHP menjelasakan bahwa menghilangkan nyawa orang lain secara 

sengaja dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam 

Pasal 338 KUHP terdapat unsur “dengan sengaja”. Namun pada Pasal 359 KUHP 

                                                             
7 Ibid, hlm. 93.  
8 Chandra Noviardy Irawan., “Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak 

Berdasarkan Restorative Justice”, Jurnal USM Law Review, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 677-678. 
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menyatakan bahwa barang siapa karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan 

orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 

kurungan paling lama satu tahun. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa 

ketidaksengajaan atau kelalaian seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa 

seseorang juga dapat dikenakan sanksi. Namun, tetap terdapat unsur-unsur yang 

harus dipenuhi untuk dapat seseorang dikenai pasal ini.  

 

Pembunuhan masuk dalam kejahatan atau pelanggaran yang langsung berhubungan 

dengan nyawa dan tubuh manusia. Terdapat berbagai jenis kejahatan terhadap 

nyawa, yaitu:  

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)  

2. Pembunuhan dengan kualifikasi (gequalificeerd) (Pasal 339 KUHP)  

3. Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP)  

4. Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP)  

5. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP)  

6. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP)  

7. Menggugurkan kandungan (abortus) (Pasal 346 KUHP)  

8. Karena kelalaian menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP)9 

 

Menghilangkan nyawa orang lain tidak selalu dilakukan dengan cara langsung 

membunuh. Penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang juga 

merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi. Bahkan tidak harus 

melakukan penganiayaan sampai menghilangkan nyawa orang lain untuk dapat 

dihukum, cukup dengan melakukan penganiayaan saja sudah mampu membuat 

seseorang dijatuhkan hukuman. Penganiayaan juga merupakan tindak pidana yang 

langsung berhubungan dengan nyawa dan tubuh manusia. Pasal 351 Ayat (1) 

berbunyi penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 

8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima 

ratus rupiah). Dan dilanjutkan dalam Pasal 351 Ayat (3) jika mengakibatkan mati, 

diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh tahun). Tindak pidana 

penganiayaan yang menyebabkan mati berbeda dengan tindak pidana pembunuhan. 

Perbedaannya terletak pada niat awal. Pada tindak pidana pembunuhan terdapat niat 

awal untuk menghilangnya nyawa orang lain atau korban, sedangkan pada tindak 

pidana penganiayaan yang menyebabkan mati tidak terdapat niat awal untuk 

                                                             
9 Tri Andrisman, & Firganefi., “Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP”, hlm. 180.  
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menghilangnya nyawa orang lain atau korban, melainkan hanya memberikan rasa 

tidak nyaman terhadap orang lain atau korban. Namun, akibat dari perbuatannya 

tersebut korban jadi kehilangan nyawanya.   

 

Menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melakukan penganiayaan dengan 

niat awal tidak bermaksud membunuh juga merupakan sebuah tindak pidana yang 

dapat dikenakan sanksi. Sesuai dengan Pasal 359 KUHP yang sudah disebutkan di 

atas bahwa kealpaan yang dilakukan menyebabkan matinya seseorang dapat 

dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama 1 

(satu) tahun. Kematian seseorang dalam pasal ini bukanlah sesuatu yang disengaja 

oleh terdakwa sebaliknya, kematian tersebut terjadi akibat tindakan terdakwa yang 

kurang berhati-hati atau ceroboh, yang dalam istilah hukum disebut sebagai 

“kelalaian” atau “kealpaan”.10   

 

Kasus pembunuhan yang pernah terjadi akibat ketidaksengajaan dan dilakukan 

guna untuk melindungi diri dari bahaya salah satunya adalah kasus Angga 

Brawijaya Bin Ahmad Ilyas Alm. Terdakwa merupakan pria berusia 34 tahun yang 

bekerja sebagai buruh. Dalam kasus ini terdakwa melakukan pembunuhan terhadap 

seorang ormas yang bernama Hapitul Rohman alias Pitul. Berawal dari korban dan 

beberapa teman korban yang mengahampiri rumah adik terdakwa yang sedang 

mengadakan acara aqiqah anaknya dengan keadaan mabuk dan membawa senjata 

tajam berupa pisau yang saat itu sudah tidak lagi terbungkus, dengan tujuan mencari 

orang yang berkonflik dengannya. Kedatangan korban saat itu mengakibatkan 

suasana menjadi tidak nyaman dan semua orang menjadi ketakutan, dan akhirnya 

terdakwa meminta korban untuk meninggalkan tempat tersebut. Tidak terima saat 

terdakwa meminta korban untuk pergi, akhirnya korban melakukan kekerasan 

kepada keluarga terdakwa yang mengakibatkan keluarga terdakwa serta para tamu 

ketakutan. Terdakwa yang mencoba melerai malah justru dikeroyok oleh korban 

bersama teman-temannya sehingga terkena bacokan golok salah satu teman korban.  

 

Penyerangan yang dilakukan oleh teman korban mengakibatkan golok yang 

digunakan untuk melukai terdakwa tidak sengaja terjatuh dan langsung diambil 

                                                             
10 Tri Andrisman, & Firganefi., Op.Cit. hlm. 191.  
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oleh terdakwa. Dengan keadaan memegang golong teman korban, terdakwa tetap 

berusaha menyuruh korban dan teman-temannya untuk pergi meninggalkan tempat 

tersebut. Namun, korban bukannya berhenti dan pergi dari tempat tersebut justru 

malah semakin mendekati terdakwa. Melihat korban yang tetap ingin menyerang, 

membuat terdakwa berusaha lari dari tempat tersebut kurang lebih sejauh 20 (dua 

puluh) meter dari tempat acara. Korban tetap mengejar terdakwa, alhasil terdakwa 

kembali lari menjauh dari korban. Namun, korban berhasil mengejar terdakwa. 

Alhasil terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban dijarak kurang lebih 80 

(delapan puluh) meter dari tempat acara. Terdakwa yang saat itu masih memegang 

golok milik teman korban membacokkan golok tersebut ke belakang badan korban 

dan terkena pada bagian leher belakang korban. Hal tersebut membuat korban jatuh 

dan terduduk di jalan. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa kembali 

pulang ke tempat acara dengan naik motor yang dikendarai oleh saksi Ela. 

Diperjalanan terdakwa membuang golok yang digunakan untuk membacok korban. 

Dan pada pukul 20.00 WIB tepatnya setelah mendengar kabar bahwa korban telah 

meninggal dunia, terdakwa menyerahkan diri ke Polrestas Bandar Lampung.11  

 

Akibat dari perbuatannya terdakwa dijerat Pasal 351 Ayat (3) KUHP dengan 

hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan surat dakwaan, 

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 

(lima) tahun 6 (enam) bulan. Dan berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada 

dalam persidangan hakim menyatakan bahwa Terdakwa Angga Brawijaya telah sah 

dan memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya 

seseorang sesuai dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Dalam perkara ini hakim 

menjatuhkan pidana penjara yaitu selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi 

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa. 

 

Melihat kasus yang diuraikan di atas dapat diartikan jika perbuatan terdakwa 

merupakan perbuatan yang dilakukan karena sebuah ketidaksengajaan dan bukan 

terdakwa yang memulai terlebih dahulu melainkan korban sendiri yang terlebih 

                                                             
11 Lampung Geh, Kasus Dugaan Pembunuhan Ketua Ormas di Bandar Lampung Mulai 

Disidangkan, https://kumparan.com/lampunggeh/kasus-dugaan-pembunuhan-ketua-ormas-di-

bandar-lampung-mulai-disidangkan-1zLMCq8YARh/full diakses pada tanggal 24 Maret 2025 pukul 

14.47.  

https://kumparan.com/lampunggeh/kasus-dugaan-pembunuhan-ketua-ormas-di-bandar-lampung-mulai-disidangkan-1zLMCq8YARh/full
https://kumparan.com/lampunggeh/kasus-dugaan-pembunuhan-ketua-ormas-di-bandar-lampung-mulai-disidangkan-1zLMCq8YARh/full
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dahulu memberikan penyerangan kepada terdakwa dan keluarga terdakwa. 

Terdakwa hanya memberikan perlawanan guna untuk melindungi diri dan juga 

melindungi keluarganya dari serangan korban dan teman-temannya yang saat itu 

memberikan rasa ketakutan bukan hanya untuk terdakwa dan keluarga terdakwa 

tapi juga untuk para tamu undangan yang saat itu hadir dalam acara adik terdakwa. 

Memang terdapat keadaan yang memberatkan terdakwa, namun terdapat juga 

keadaan yang meringankan terdakwa, yaitu: 

a. Keadaan yang memberatkan:  

1. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Hapitul Rohman 

Als. Pitul meninggal dunia dan meninggalkan dua yang mendalam 

bagi keluarga korban.  

b. Keadaan yang meringankan:  

1. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;  

2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;  

3. Terdakwa belum pernah dihukum;  

4. Perbuatan korban Hapitul Rohman meresahkan masyarakat.  

 

Hakim dalam memutus perkara wajib untuk mempertimbangkan dari segala aspek. 

Selain pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara juga bisa berasal dari pertimbangan non-hukum. Salah satunya 

adalah sikap dan perilaku terdakwa selama persidangan. Peran hakim sangat 

dibutuhkan dalam memutuskan hukuman yang seadil-adilnya bagi pelaku tindak 

pidana. Adil yang dimaksud adalah adil untuk kedua belah pihak, baik pelaku 

maupun korban. Adil yang dimaksud juga adalah adil yang mencakup dua prinsip 

hukum pidana lainnya yaitu kemanfaat dan kepastian. Hakim memiliki wewenang 

untuk memutuskan seberapa besar hukuman yang diberikan kepada pelaku 

kejahatan. Putusan hakim tidak hanya berpengaruh pada kedua belah pihak yaitu 

pihak terdakwa dan korban saja, melainkan putusan hakim juga dapat berpengaruh 

pada pandangan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. 

Putusan yang baik akan menimbulkan pandangan yang baik pula pada masyarakat 

terhadap hukum, dan sebaliknya putusan yang buruk juga akan menimbulkan 

pandangan yang buruk pula pada masyarakat terhadap hukum.  
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Masyarakat yang tidak paham akan hukum akan berfikir kalau seseorang yang 

melakukan perbuatan melanggar hukum kepada orang lain karena berada dalam 

keadaan terdesak dan hanya mencoba untuk membela diri merupakan perbuatan 

yang tidak harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Masih banyak orang yang 

berifikir kalau itu hanyalah sebuah kecelakaan yang terjadi secara tidak sengaja. 

Hal ini masih terjadi karena masih kurangannya pengetahuan dan pemahaman 

mengenai hukum di lingkungan masyarakat. Masalah seperti ini akan membuat 

pandangan masyarakat menjadi kurang baik terhadap hukum yang berlaku. Tidak 

mudah untuk seorang hakim membangun pandangan yang baik pada masyarakat 

terhadap hukum. Namum, bukan hal yang mustahil untuk mewujudkan hal tersebut. 

Dengan memberikan putusan yang baik maka akan baik juga pandangan 

masyarakat terhadap hukum.  

 

Melihat permasalahan tersebut betapa pentingnya seorang hakim dalam 

mempertimbangkan segala aspek untuk memutusa sebuah putusan untuk 

menciptakan pandangan yang baik pada masyarakat terhadap hukum maka, seorang 

hakim dalam memutuskan sebuah putusan diperlukan pemikiran-pemikiran dan 

pertimbangan-pertimbangan yang baik sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan sah 

agar dapat memberikan putusan yang baik dan adil bagi kedua belah pihak.  Apa 

saja pertimbangan hakim dalam membuat sebuah keputusan akan penulis bahas 

dalam tulisan ini. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan Pada Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN 

Tjk”.  

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

 

1. Permasalahan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuaraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:  

a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana 

terhadap pelaku penganiayaan pada Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk? 
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b. Apakah Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk sudah sesuai dengan nilai 

keadilan? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini berfokus pada kajian hukum pidana, khususnya mengenai Dasar 

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku 

Penganiayaan pada Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk. Adapun lokasi 

penelitian mencakup wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, 

Bandar Lampung dalam periode tahun 2026.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman 

terhadap pelaku penganiayaan pada Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk.  

b. Untuk mengetahui bahwa Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk sudah 

sesuai dengan nilai keadilan.  

 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

sebagai bahan pertimbangan bagi para legislator dan aparat penegak hukum dalam 

mengembangkan teori-teori dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana, yang 

berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 

terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan karena unsur ketidaksengajaan atau 

kealpaan.  

 

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum 

dalam meningkatkan pemahaman, khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan 

karena unsur ketidaksengajaan atau kealpaan.  
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

 

1. Kerangka Teoritis  

Istilah “teoritis” merupakan bentuk adjective dari kata “teori”. Kerangka teoritis 

adalah susunan berbagai asumsi, pandangan, metode, referensi, prinsip, norma, dan 

penjelasan yang terstruktur secara logis dan berfungsi sebagai dasar, acuan, serta 

pedoman dalam pelaksanaan penelitian atau penulisan untuk mencapai tujuan 

tertentu.12 

 

a. Tìeori Dasar Pìertimbangan Hakim 

Menurut Ahmad Rifai, Keputusan yang diambil oleh hakim perlu memperhatikan 

elemen-elemen yang berkaitan dengan yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga 

keadilan yang hendak dicapai dapat terealisasi dan dipertanggungjawabkan dalam 

Keputusan hakim. Keadilan tersebut adalah keadilan yang berfokus pada 

pertimbangan hukum, moral, dan sosial.  

1) Pìertimbangan yìuridis, pìertimbangan yìuridis adalah pertimbangan yang 

paling penting dan uatama, yang berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang ada. Sebagai pelaksana undang-undang, hakim perlu 

memahami peraturan dengan meneliti ketentuan yang relevan dengan kasus 

yang sedang ditangani. Hakim harus mengevaluasi apakah undang-undang 

tersebut adil, berguna, atau memberikan kepastian hukum saat diterapkan 

karena salah satu tujuan dari hukum Adalah menciptakan keadilan.   

2) Pìertimbangan filosofis, pertimbangan filosofis Adalah elemen yang 

berfokus pada keadilan dan kebenaran.  

3) Pìertimbangan sosiologis, pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan 

yang memperhatikan norma dan nilai budaya yang berkembang di dalam 

komunitas. Aplikasi dari pertimbangan filosofis dan sosiologis 

membutuhkan pengalaman serta pengetahuan yang mendalam, juga 

kebijaksanaan yang bisa mengadaptasi nilai-nilai masyarakat yang sering 

terabaikan, sehingga penerapannya menjadi sangat menantang, karena tidak 

mengikuti prinsip legalitas dan tidak terikat pada system yang ada. 

                                                             
12 Abdulkadir Muhammad., “Hukum dan Penelitian Hukum”, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya 

Bakti, Cetakan ke-II, 2024), hlm. 73.  
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Penambahan ketiga elemen tersebut bertujuan agar Keputusan dianggap adil 

dan diterima oleh masyarakat.13   

 

b. Tìeori Kìeadilan 

Tìeori kìeadilan mìenìurìut Notonìegoro sìebagai bìerikìut:  

“Kadilan adalah sìuat ìu kìeadaan adil jika sìesìuai dìengan kìet ìent ìuan hìukìum 

yang bìerlakìu.”14 

 

Kìeadilan dapat diartikan sìebagai pìebìuatan yang adil, tidak mìemihak, dan tidak 

mìembìeratkan pihak tìerìetntìu. Untìuk dapat mìenciptakan sìebìuah kìeadilan tidaklah 

mìudah, karìena apa yang dianggap adil bagi sìebagain orang bìelìum t ìent ìu adil jìuga 

bagi sìebagian orang lainnya. Kìeadilan mìenìurìut kajian filsafat adalah apabila 

tìercapainya dìua prinsip, yait ìu tidak mìerìugikan orang lain dan p ìerlakìuan yang 

dibìerikan kìepada manìusia dianggap adil sìerta mìemìenìuhi ìunsìur kìeadilan.15 Sìelain 

it ìu, prinsip-prinsip kìeadilan harìus mìenjadi pìedoman dalam mìembangìun kìebijakan 

dan hìukìum ìunt ìuk mìempìerbaiki kìetidakadilan yang ada. Kìeadilan tidaklah har ìus 

diartikan dìengan pìembagian porsi yang sama, t ìetapi dapat dibìerikan sìesìuai dìengan 

kìebìut ìuhan dari masing-masing pihak.  

 

Hakim harìus mìempìertimbangkan tiga nilai dasar hìukìum Kìetika mìelaksanakan 

praktik pìeradilan yait ìu tìerdiri dari asas kìeadilan, asas kìemanfaatan, dan asas 

kìepastian hìukìum.16 Hìukìum sìebagai pìengìemban ilmìu kìeadilan yang bisa digìunakan 

sìebagai acìuan apakah sist ìem hìukìum it ìu adil ataìu tidak, karìena nilai kìeadilan jìuga 

mìenjadi dasar dari hìukìum it ìu sìendiri. Kìeadilan mìerìupakan sìesìuat ìu yang diharapkan 

olìeh masyarakat kìepada hìukìum yang bìerlakìu dan it ìu sìelalìu diharapkan dapat 

diwìujìudkan dari sìeorang hakim lìewat pìutìusan yang dibìerikan.  

 

 

                                                             
13 Ahmad Rifai, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif”, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2018), hlm. 126-127.  
14 I Gede Surnaya Pandit, “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik” Jurnal 

Administrasi Publik, Vol. 1 No. 1, Desember 2016,  hlm. 15.  
15 Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 

2014), hlm. 30.  
16 Ahmad Rifa’i, Loc. Cit.  
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2. Konsìept ìual  

Kìerangka konsìept ìual mìerìupakan gabìungan dari sìejìumlah konsìep yang disìusìun 

sìecara tìerpadìu, sìehingga mìembìent ìuk sìuatìu pìemahaman mìenyìelìurìuh yang dapat 

digìunakan sìebagai dasar, rìefìerìensi, dan pandìuan dalam mìelakìukan pìenìelitian ataìu 

pìenìulisan.17 Sìupaya tidak tìerjadi kìerancìuan maka pìenìulis mìembìerikan bìebìerapa 

konsìep yang bisa dijadikan sìebagai pìedoman dalam mìembaca tìulisan ini. 

bìerdasarkan jìudìul t ìulisan ini maka pìenìulis akan mìengìuraikan bìebìerapa istilah yang 

bìerkaitan dìengan jìudìul tìulisan ini, yait ìu sìebagai bìerikìut:  

 

a. Dasar Pìertimbangan Hakim adalah pìerilakìu yang diharapkan dari sìesìeorang 

sìesìuai dìengan posisi ataìu statìusnya dalam masyarakat.18 

b. Tindak Pidana adalah sìuat ìu pìerbìuatan yang dilarang olìeh kìet ìent ìuan hìukìum, 

dimana pìelanggaran tìerhadap larangan tìersìebìut diancam dìengan sanksi pidana 

tìertìent ìu bagi siapa saja yang mìelanggarnya.19   

c. Pidana pìenjara adalah bìent ìuk hìukìuman yang mìenjat ìuhkan pìencabìutan hak 

kìebìebasan ataìu kìemìerdìekaan bìergìerak bagi sìesìeorang yang t ìelah divonis 

bìersalah, dìengan cara mìenìempatkannya di dalam lìembaga pìemasyarakatan.20  

d. Pìembìunìuhan adalah tindakan yang bìert ìentangan dìengan hìukìum, yang 

mìenyìebabkan kìematian sìesìeorang, mìelanggar kìetìent ìuan Undang-Undang 

Rìepìublik Indonìesia Nomor 39 Tahìun 1999 t ìentang Hak Asasi Manìusia, sìerta 

mìenimbìulkan pìendìeritaan bagi korbannya.21  

e. Pìenganiayaan adalah pìerlakìuan sìewìenang-wìenang dìengan pìenyiksaan, 

pìenindasan dan sìebagainya t ìerhadap tìeraniaya.22 

f. Kìelalaian adalah sìuat ìu tindakan yang tìerjadi bìukan karìena akibat 

kìetidakmampìuan, mìelainkan karìena kìurangnya kìehati-hatian ataìu 

kìecìerobohan.23 

                                                             
17 Abdulkadir Muhammad., Op.Cit., hlm. 78.  
18 Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. 
19 Ishaq., “Hukum Pidana”, (Depok: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-I, Februari 

2020), hlm. 76.  
20 Dede Kania, “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Yusticia, Vol. 4 No. 

1, April 2015, hlm. 57.  
21 Dzakira Agung Perkasa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, 

Jurnal Rio Law, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 798.  
22 Hiro R. R. Tompodung, dkk, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan 

Kematian”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 10 No. 4, April 2021, hlm. 65. 
23 Kamus Bahasa Indonesia, Op.Cit., hlm. 799. 



13 
 

E. Sistìematika Pìenìulisan 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Bab ini bìerisikan latar bìelakang masalah, pìermasalahan dan r ìuang lingkìup 

pìenìelitian, tìujìuan dan kìegìunaan pìenìelitian, kìerangka tìeoritis dan konsìept ìual, dan 

sist ìematika pìenìulisan.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini bìerisikan tìentang bìerbagai pìenjìelasan mìengìenai dasar pìertimbangan hakim, 

tìujìuan pìemidanaan, pìertanggìungjawaban pidana, pìengìertian tindak pidana 

pìenganiayaan, pìengìertian tindak pidana pìembìunìuhan, pìembìelaan tìerpaksa 

(Noodwìeìer) dalam hìukìum pidana sìerta bìebìerapa pìengìertian dari t ìeori yang 

digìunakan pada pìenìeliatan ini yait ìu yang bìerkaitan dìengan Dasar Pìertimbangan 

Hakim dalam Mìenjat ìuhkan Pidana Pìenjara Tìerhadap Pìelakìu Pìenganiayaan pada 

Pìutìusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk.  

 

III. METODE PENELITIAN  

 

Bab ini bìerisikan tìentang mìetodìe yang digìunakan pada pìenìelitian ini, yait ìu yang 

tìerdiri dari pìendìekatan masalah, sìumbìer data, pìenìent ìuan narasìumbìer, prosìedìur 

pìengìumpìulan dan pìengolahan data sìerta analisis data.  

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini bìerisikan pìenjìelasan mìengìenai hasil dari pìenìelitian ini bìerìupa pìenyajian 

data dan pìembahasan data yang tìelah didapat dari pìenìelitian, yang bìerisikan tìentang 

Dasar Pìertimbangan Hakim dalam Mìenjat ìuhkan Pidana Pìenjara Tìerhadap Pìelak ìu 

Pìenganiayaan pada Pìutìusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk. 
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V. PENUTUP  

 

Pada bab ini bìerisikan kìesimpìulan yang diambil dari hasil analisis dan p ìembahasan 

pìenìelitian sìerta bìerbagai saran sìesìuai dìengan pìermasalahan yang dit ìujìukan kìepada 

pihak-pihak yang tìerkait dìengan pìenìelitian. Dìengan harapan dapat bìermanfaat 

ìunt ìuk para pihak-pihak tìersìebìut sìerta dapat mìenjadi informasi bar ìu ìunt ìuk 

masyarakat. Bab ini mìerìupakan bab pìenìut ìup yang akan mìenjadi bagian akhir dari 

pìenìelitian ini.  

 

 

 

 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Dasar Pìertimbangan Hakim dalam M ìenjatìuhkan Pidana  

 

Hakim adalah pìejabat pìeradilan nìegara yang mìemiliki kìewìenangan bìerdasarkan 

kìetìent ìuan ìundang-ìundang.24 Sìebagai orang yang bìerprofìesi sìebagai hakim t ìerdapat 

kodìe ìetik profìesi hakim yang otomatis mìelìekat pada dirinya. Kodìe ìetik hakim ataìu 

kodìe kìehormatan hakim mìencakìup tiga aspìek ìetika, yakni ìetika sìebagai pìegawai 

nìegìeri sipil, ìetika profìesional hakim sìebagai pìejabat fìungsional dalam pìenìegakan 

hìukìum, sìerta ìetika pribadi hakim sìebagai individìu dalam kìehidìupan 

bìermasyarakat.25  

 

Etika sangat dipìerlìukan dalam mìemìutìuskan sìebìuah pìutìusan yang mìengandìung 

kìeadilan di dalamnya. Kìeadilan sìelalìu dicari dalam sìetiap kìepìut ìusan, baik dari 

pihak korban maìupìun t ìerdakwa. Pìutìusan harìus adil bagi kìedìua bìelah pihak. Adil 

yang dimaksìud adalah adil yang sìesìuai dìengan kìebìut ìuhannya. Tidak sìelalìu 

mìengìenai porsinya yang sama, tapi k ìeadilan sìesìuai dìengan kìebìut ìuhan baik dari 

pihak tìerdakwa maìupìun pihak korban. Etika pìelayanan t ìerhadap pìencari kìeadilan 

bagi sìeorang hakim yang bìerpìeran sìebagai pìejabat pìenìegak hìukìum, yait ìu:  

1. Bìertindak sìesìuai dìengan kìetìent ìuan dan prosìedìur yang tìelah diat ìur dalam hìukìum 

acara pidana;  

2. Mìenjaga sikap nìetral tanpa mìenìunjìukkan kìebìerpihakan, ìempati bìerlìebihan, ataìu 

kìetìerlibatan ìemosional t ìerhadap pihak-pihak yang sìedang bìersìengkìeta;  

3. Mìenìempatkan diri sìecara adil diantara para pihak yang bìersìengkìeta tanpa 

mìembìeda-bìedakan latar bìelakang ataìu statìus masing-masing;  

4. Mìemimpin jalannya pìersidangan dìengan sikap yang sant ìun, tìegas, dan pìenìuh 

kìebijaksanaan, baik dalam ìucapan maìupìun tindakan;  

5. Mìenjaga sìuasana sidang tìetap tìertib, tìerhormat, dan bìerwibawa;  

6. Bìerkomitmìen sìecara sìunggìuh-sìunggìuh ìunt ìuk mìenìemìukan kìebìenaran dan 

mìenìegakkan kìeadilan; 

                                                             
24 Andi Arifin, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia”, Jurnal IJOLARES 

(Indonesia Journal of Law Researh), Vol. 1 No. 1, hlm. 7.  
25 Abdulkadir Muhammad., “Etika Profesi Hukum”, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 

Cetakan ke-IV, 2014), hlm. 101.  
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7. Mìenjat ìuhkan pìutìusan bìerdasarkan kìeyakinan yang timbìul dari hati nìurani 

sìet ìelah mìenilai sìelìurìuh fakta dan bìukti yang ada;  

8. Siap ìunt ìuk mìempìertanggìungjawabkan sìelìurìuh kìepìutìusan dan tindakan kìepada 

Tìuhan Yang Maha Esa.26  

 

Hakim mìemiliki bìerbagai t ìugas, salah sat ìunya adalah mìembìerikan pìut ìusan 

tìerhadap sìuat ìu pìerkara yang dipìersidangkan. Dalam mìembìerikan pìut ìusan hakim 

mìemiliki banyak pìertimbangan ìunt ìuk mìendapatkan pìutìusan yang mìengandìung 

ìunsìur kìeadilan didalamnnya baik ìunt ìuk pihak korban maìupìun ìunt ìuk pihak pìelakìu 

ataìu tìerdakwa. Tidak hanya ìunsìur kìeadilan yang tìerdapat dalam pìutìusan yang 

dijat ìuhkan olìeh sìeorang hakim, mìelainkan jìuga harìus mìengandìung ìunsìur kìepastian 

dan kìemanfaatan. Pìertimbangan hakim adalah pandangan, p ìendapat, dan pìenilaian 

yang disampaikan olìeh hakim, yang akan dir ìumìuskan dalam sìebìuah kìepìutìusan, 

kìesìelìurìuhan prosìes ini akan mìembìent ìuk kìesimpìulan yang mìerìupakan kìepìut ìusan 

akhir dari hakim.27 Dalam mìembìerikan pìutìusan pada sìeorang tìerdakwa akibat dari 

kìejahatan yang dipìerbìuatnya hakim harìus mìemahami kìejahatannya tìerlìebih dahìulìu. 

Sìecara yìuridis kìejahatan adalah sìegala tindakan manìusia yang mìelanggar kìetìent ìuan 

hìukìum, mìerìujìuk pada ìundang-ìundang yang t ìelah dit ìetapkan dan tindakan t ìersìebìut 

dapat dikìenakan hìukìuman sìesìuai dìengan hìukìum pidana, sìemìentara it ìu sìecara 

sosiologis kìejahatan adalah tindakan ataìu pìerbìuatan tìertìent ìu yang tidak dit ìerima 

olìeh masyarakat, sìepìerti pìelanggaran t ìerhadap norma-norma sosial dan tata 

krama.28 

 

Sìemìua pìertimbangan dan pìermikiran hakim akan disat ìukan dalam sat ìu pìutìusan. 

Pìutìusan yang baik adalah pìutìusan yang mìengandìung tiga aspìek hìukìum ataìu tìujìuan 

hìukìum. Tiga aspìek hìukìum t ìersìebìut, yait ìu: 

1. Kìepastian 

Kìebìeradaan asas kìepastian dapat dipahami sìebagai sit ìuasi di mana hìukìum 

mìemiliki kìekìuatan yang jìelas dan nyata. Asas ini bìerfìungsi ìunt ìuk mìelindìungi 

pihak-pihak yang mìencari kìeadilan dari tindakan sìewìenang-wìenang. Dìengan 

adanya kìepastian hìukìum, sìetiap individìu bìerhak ìunt ìuk mìendapatkan apa yang 

                                                             
26 Ibid, hlm. 103.  
27 Adi Pratama Pangaribuan, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Penyertaan (Deelneming) Pada 

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, Journal of Legal Studies, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 177.  
28 Artis Duha., “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana 

Pembunuhan Berencana”, Jurnal Panah Hukum, Vol. 1 No. 2, September 2022, hlm. 30.  
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diharapkan dalam sit ìuasi t ìertìent ìu. Kìepastian hìukìum sìebagai harapan bagi 

pìencari kìeadilan ìunt ìuk mìelindìungi diri dari tindakan arogan yang kadang 

dilakìukan olìeh aparat pìenìegak hìukìum dalam mìenjalankan t ìugas mìerìeka.  

 

2. Kìemanfaatan  

Asas kìemanfaatan adalah prinsip yang bìerjalan sìeiring dìengan asas kìeadilan 

dan kìepastian hìukìum. Dalam mìenìerapkan asas kìepastian hìukìum dan kìeadilan, 

sangat pìenting ìunt ìuk mìempìertimbangkan pìula kìemanfaatan. Misalnya, dalam 

kasìus pidana, Kìetika mìenjat ìuhkan hìukìuman mati bagi sìeorang pìelakìu 

pìembìunìuhan, pìerlìu dipìertimbangkan apakah hìukìuman tìersìebìut mìembìerikan 

manfaat bagi pìelakìu dan masyarakat. Jika hìukìuman mati dianggap lìebih 

bìermanfaat bagi masyarakat, maka hìukìuman t ìersìebìut dapat dijat ìuhkan.  

 

3. Kìeadilan  

Tìujìuan ìutama hìukìum adalah ìunt ìuk mìencapai kìeadilan. Pìendapat yang 

mìenyatakan bahwa hìukìum mìemiliki tiga t ìujìuan, yait ìu kìeadilan, kìepastian, dan 

kìemanfatan, mìenìunjìukkan bahwa kìetika kìeadilan dicapai, kìepastian dan 

kìemanfaatan akan sìecara otomatis tìerwìujìud. Hal ini kar ìena kìepastian dan 

kìemanfaatan mìerìupakan bagian int ìegral dari kìeadilan it ìu sìendiri. Dìengan 

dìemikian, kìepastian dan kìemanfaatan tidak dipandang sìejajar dìengan kìeadilan 

sìebagai t ìujìuan hìukìum, mìelainkan sarana ìuntìuk mìencapai kìeadilan t ìersìebìut.29  

 

Pasal 1 bìutir 11 KUHAP dijìelaskan kalaìu pìutìusan pìengadilan adalah pìernyataan 

hakim yang diìucapkan dalam sidang pìengadilan t ìerbìuka, yang dapat bìerìupa 

pìemidanaan ataìu bìebas, ataìu lìepas dari sìegala tìunt ìutan hìukìum dalam hal sìerta 

mìenìurìut cara yang diat ìur dalam ìundang-ìundang ini. Maka dari it ìu dapat diartikan 

bahwa pìut ìusan hakim yang sah adalah p ìut ìusan yang diìucapkan ataìu dibacakan 

dalam sidang pìengadilan tìerbìuka.  

 

                                                             
29 Dino Rizka Afdhali & Taufiqrrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari 

Perspektif Teori Tujuan Hukum”, Jurnal Collegium Studiosum, Vol. 6 No. 2, Desember 2023, hlm. 

557-560.  



18 
 

Sìeorang hakim dalam mìemìutìuskan sìebìuah pìut ìusan t ìerdapat sìejìumlah formalitas 

yang harìus dipìenìuhi. Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undnag Hìukìum Acara 

Pidana mìengat ìur tìentang formalitas ini. S ìebagaimana tìercant ìum pada ayat (2), jika 

kìetìent ìuan-kìet ìent ìuan tìersìebìut tidak dipìenìuhi, kìecìuali ìunt ìuk kìetìent ìuan pada hìurìuf g, 

pìutìusan akan dinyatakan batal d ìemi hìukìum. Adapìun kìet ìent ìuan-kìet ìent ìuan tìersìebìut 

mìelipìuti:  

a. Jìudìul pìutìusan yang bìerbìunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA;  

b. Idìentitas tìerdakwa, tìermasìuk nama lìengkap, tìempat lahir, ìumìur ataìu tanggal 

lahir, jìenis kìelamin, kìebangsaan, Alamat, agama, dan p ìekìerjaan; 

c. Dakwaan sìepìerti yang t ìertìuang dalam sìurat dakwaan;  

d. Pìertimbangan yang disìusìun sìecara ringkas mìengìenai fakta-fakta dan kìeadaan 

yang mìenjadi dasar pìenìent ìuan kìesalahan t ìerdakwa, tìermasìuk alat bìukti yang 

dipìerolìeh dari pìemìeriksaan di sidang;  

e. Tìuntìutan pidana yang ada dalam sìurat tìunt ìutan;  

f. Pasal-pasal pìerat ìuran pìerìundang-ìundangan yang mìenjadi dasar pìemidanaan 

ataìu tindakan, sìerta pasal-pasal yang mìendasari hìukìum pìutìusan, yang disìertai 

dìengan kìeadaan yang mìembìeratkan dan mìeringankan bagi t ìerdakwa;  

g. Tanggal kìesalahan tìerdakwa, sìerta konfirmasi bahwa sìelìurìuh ìunsìur rìumìusan 

dìelik tìerpìenìuhi, disìertai dìengan kìualifikasi dan jìenis hìukìuman ataìu tindakan 

yang dijat ìuhkan;  

h. Pìernyataan kìesalahan tìerdakwa, sìerta konfirmasi bahwa sìelìurìuh ìunsìur rìumìusan 

dìelik tìerpìenìuhi, disìertai dìengan kìualifikasi dan jìenis hìukìuman ataìu tindakan 

yang dijat ìuhkan; 

i. Kìet ìent ìuan mìengìenai kìepada siapa biaya pìerkara dibìebankan, dìengan 

mìenyìebìutkan jìumlah yang pasti, sìerta kìetìent ìuan mìengìenai barang baìukti; 

j.  Kìet ìerangan mìengìenai kìeaslian ataìu kìepalsìuan sìurat sìerta lokasi kìepalsìuan 

tìersìebìut, jika t ìerdapat sìurat aìutìentik yang dianggap palsìu; 

k. Pìerintah ìunt ìuk mìenahan tìerdakwa, mìempìertahankan t ìerdakwa dalam tahanan, 

ataìu mìembìebaskannya;  

l. Tanggal dan hari pìutìusan, nama pìenìunt ìut ìumìum, nama hakim yang 

mìenyidangkan, sìerta nama panit ìera.30  

 

Hakim sìebagai individìu yang dibìerikan kìekìuasaan ìunt ìuk mìenyìelìesaikan sìuat ìu 

kasìus, tidak bolìeh bìertindak sìemìena-mìena dalam mìembìerikan kìepìut ìusan. Sìelain 

it ìu, hakim pìerlìu mìengìelìuarkan pìutìusan sìecara objìektif dan bìerdasarkan norma yang 

ada, agar kìepìutìusan yang diambil tidak mìenimbìulkan kìetidakadilan bagi siapa saja 

yang t ìerlibat dalam tindakan kriminal. Dalam mìenjat ìuhkan hìukìuman, hakim harìus 

bìenar-bìenar mìemastikan bahwa kìepìut ìusan yang dibìuat sìejalan dìengan tìujìuan 

                                                             
30 Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidana Indonesia”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 

Cetakan Ke-14, Juni 2022), hlm. 288-289.  
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pìenìegakkan hìukìum dan jìuga mìengìenai hal yang tìepat. Hakim sìeharìusnya sìelalìu 

bìersikap mandiri, tanpa t ìerpìengarìuh olìeh pihak manapìun dan tidak bìerpihak dalam 

pìengambilan kìepìut ìusan.31 

 

Pìeran dan t ìugas hakim mìemiliki pìengarìuh yang signifikan dalam mìencapai 

kìebìerhasilan pìenìegakan hìukìum dan kìeadilan di Indonìesia.32 Dalam mìemìut ìuskan 

sìuat ìu pìutìusan hakim bìerdasarkan alat bìukti yang sah. Mìenìurìut Pasal 184 ayat (1) 

KUHAP alat bìukti yang sah ialah:  

a. kìetìerangan sakti;  

b. kìetìerangan ahli;  

c. sìurat;  

d. pìetìunjìuk;  

e. kìetìerangan t ìerdakwa. 

Minimal harìus ada dìua alat dari kìelima jìenis alat bìukti di atas yang sah yang tìerbìukti 

di pìengadilan ìuntìuk hakim dapat mìenjat ìuhkan sìebìuah pìutìusan tìerhadap tìerdakwa, 

sìerta adanya kìeyakinan pada hakim bahwa bìenar tìelah t ìerjadi tindak pidana dan 

tìerdakwalah yang bìersalah karìena t ìelah malakìukannya. Hakim mìelaksanakan 

kìekìuasaan kìehakiman sìecara mìerdìeka dan bìebas dari sìegala bìent ìuk sìerta bìudaya 

int ìervìensi, mìeskipìun tìerdapat fakta-fakta yang tak tìerbantahkan mìengìenai bìerbagai 

faktor yang dapat mìempìengarìuhi pìelaksnaan tìugas hakim, bìebìerapa diantaranya 

adalah:  

a. faktor sìubstansi hìukìum  

b. faktor bìudaya hìukìum  

c. faktor kìesadaran hìukìum  

d. faktor kìemampìuan sìumbìer daya manìusia  

e. faktor kìelìuarga dan rìumah tangga33  

 

Sìeorang hakim dalam mìempìertimbangkan sìebìuah pìutìusan mìemiliki 2 dasar faktor 

pìertimbangan, yait ìu:  

                                                             
31 Wahyu Noviacahyani, dkk., “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku 

Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Of Criminal Law, Vol. 3 No. 3, 2022, hlm. 266.  
32 H. Margono., “Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim”, 

(Jakarta Timur: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, April 2019), hlm. 12 
33 Margono., Op.Cit, hlm. 15. 
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1. faktor yìuridis, mìerìupakan pìertimbangan hakim yang bìerdasarkan ìundang-

ìundang dan tìeori-t ìeori yang bìerkaitan dìengan kasìus yang sìedang 

dipìersidangkan. Fakta yìuridis mìerìupakan fakta hìukìum yang tìerìungkap dalam 

pìengadilan dan bisa dibìuktikan dalam sidang yang t ìerbìuka, fakta yìuridis jìuga 

mìempìerhatikan kìetìentìuan-kìetìentìuan yang akan mìembant ìu hakim dalam 

mìengambil kìepìutìusan atas sìuatìu kasìus, katìent ìuan tìersìebìut tìerdiri dari kìet ìentìuan 

formil dan kìetìent ìuan mat ìeril.34 

2. Faktor non yìuridis, mìerìupakan pìertimbangan hakim yang bìerdasarkan hati 

nìurani sìerta pìemikiran dari hakim it ìu sìendiri.  Fakta non yìuridis t ìerdiri dari 

fakta pìersidangan dan fakta sosiologis. Sìeorang hakim dalam mìembìuat 

kìepìutìusan pìerlìu mìempìertimbangkan fakta-fakta yang dipìerolìeh dari prosìes 

pìersidangan sìet ìelah mìenìelaah sìelìurìuh bìukti dan barang bìukti yang ada di 

pìersidangan, fakta-fakta tìersìebìut dipìerolìeh mìelalìui sìebìuah prosìes yang dikìenal 

sìebagai tahap pìembìuktian dalam pìersidangan.35 Hakim saat mìenìent ìukan 

hìukìuman ìunt ìuk tìerdakwa pìerlìu mìemikirkan faktor-faktor yang dapat 

mìembìeratkan dan mìeringankan, ini pìenting ìunt ìuk mìenilai apakah kìepìutìusan 

yang diambil adalah t ìepat dan bìenar sìerta apakah tìelah mìemìenìuhi rasa 

kìeadilan.36 

 

Faktor yìuridis pada kasìus Angga Brawijaya sìebagai tìerdakwa dalam pìut ìusan hakim 

dìengan Nomor Pìutìusan 1054/Pid.B/2022/PN Tjk yang dimana t ìerdakwa mìengakìu 

tìelah mìelakìukan tindak pidana pìenganiayaan hingga mìenghilangkan nyawa orang 

lain yait ìu korban atas nama Hapit ìul Rohman dan Hakim Pìengadilan Nìegìeri Tanjìung 

Karang Kìelas IA mìenyatakan tìerbìukti bìenar tìerdakwa tìelah mìelanggar pasal 351 

ayat (3) Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana. Akibat pìerbìuatannya hakim 

mìenjat ìuhkan pidana pìenjara kìepada tìerdakwa Angga Brawijaya sìelama 3 tahìun 8 

bìulan dìengan dikìurangi sìelama tìerdakwa bìerada dalam tahanan sìemìentara dan 

dìengan pìerintah t ìerdakwa tìetap ditahan sìerta mìembayar biaya pìerkara sìejìumlah 

Rp.5.000,00 (lima ribìu rìupiah). 

 

 

                                                             
34 Wahyu Noviacahyani, dkk., Op.Cit. hlm. 269.  
35 Ibid, hlm. 277.  
36 Ibid, hlm. 278. 
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B. Tìujìuan Pìemidanaan 

 

Tìujìuan dibìuatnya hìukìum pidana adalah ìunt ìuk mìewìujìudkan ìupaya gìuna ìuntìuk 

mìempìerbaharìui hìukìum nasional di Nìegara Rìepìublik Indonìesia yang didasarkan 

pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Nìegara Rìepìublik Indonìesia Tahìun 1945, 

sìerta ìunt ìuk mìenghormati dan mìenjaga hak asasi manìusia.37 Sampai saat ini 

pìembaharìuan hìukìum pidana tìerìus dilakìukan dìengan harapan dapat tìercapainya 

tìujìuan dari pìemidanaan tìersìebìut. Pada dasarnya tìerdapat tiga pokok pìemikiran 

tìentang t ìujìuan yang ingin dicapai dìengan sìuat ìu pìemidanaan, yait ìu:  

1. Mìembant ìu orang yang mìelakìukan kìejahatan ìunt ìuk mìengìubah dirinya 

sìendiri  

2. Mìembìeri pìeringatan agar tidak ada orang yang mìelakìukan kìejahatan  

3. Mìembìuat sìebagian pìenjahat mìerasa takìut sìehingga mìerìeka tidak bìerani 

mìelakìukan kìejahatan lagi, tìerìutama kìejahatan yang sìudah sìulit ìunt ìuk 

dipìerbaiki.38  

 

Tìujìuan dari pìemidanaan pada pada dasarnya mìencakìup dìua aspìek ìutama, yait ìu:  

1. Aspìek pìerlindìungan masyarakat dari kìejahatan.  

Aspìek ìutama yang pìertama ini mìencakìup bìebìerapa tìujìuan, a) pìencìegahan 

tìerhadap pìerbìuatan kriminal b) pìerlindìungan (kìeamanan) masyarakat c) 

pìemìulihan harmoni dalam masyarakat: pìenyìelìesaian masalah (solìusi 

konflik) dan mìenciptakan sìuasana damai (pìerdamaian).  

2. Aspìek pìerlindìungan ataìu pìembinaan bagi pìelakìu kìejahatan (aspìek 

individìualisasi hìukìuman)  

Aspìek ìutama yang kìedìua ini dapat mìencakìup t ìujìuan sìepìerti: pìertama, 

rìehabilitasi, pìengìurangan, dan r ìesosialisasi (mìengint ìegrasikan kìembali) 

narapidana agar tidak mìengìulangi pìerbìuatan yang mìerìugikan, baik ìunt ìuk 

diri sìendiri mmaìupìun orang lain/masyarakat.39 

 

                                                             
37 Muhammad Ramadhan & Dwi Oktafia Ariyanti, “Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada 

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal RECHTEN: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 

Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 1.  
38 Ibid, hlm. 3.  
39 Ibid, hlm. 5.  
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Pìemidanaan mìerìupakan ìusaha yang dibìuat olìeh nìegara dìengan t ìujìuan ìutama ìunt ìuk 

mìencìegah sìesìeorang ìunt ìuk mìelakìukan kìejahatan dan dapat mìensìejaht ìerakan 

masyarakat. Mìengìenai t ìeori pìemidanaan, pada ìumìumnya dapat dikìelompokan 

dalam tiga golongan bìesar, yait ìu:  

1. Tìeori absolìut ataìu tìeori pìembalasan (Rìetribìutivìe/ Vìergìeldings Thìeoriìen) 

Mìenìurìut tìeori ini sanksi dijat ìuhkan karìena sìesìeorang tìelah mìelakìukan 

tindakan pidana. Sanksi t ìersìebìut dianggap sìebagai konsìekìuìensi mìutlak yang 

wajib dibìerikan sìebagai bìent ìuk balasan kìepada pìelakìu kìejahatan. dasar 

pìembìenaran t ìeori ini bìerada pada adanya tindakan pidana it ìu sìendiri. 

Dìengan mìempìertahakan prinsip tìeori pìembalasan sìepìerti ini, nilai-nilai 

kìemanìusiaan bisa tìerabaikan. Dìengan kata lain, t ìeori ini tidak 

mìempìertimbangkan bagaimana mìempìerbaiki ataìu mìembina pìelak ìu 

kìejahatan.  

2. Tìeori rìelativìe ataìu tìeori tìujìuan (Utilitarian/Doìelthìeoriìen)  

Tìujìuan pìemidanaan mìenìurìut tìeori ini bìukan hanya ìunt ìuk mìembìerikan 

balasan, tìetapi jìuga ìunt ìuk mìenjaga kìet ìertiban dalam masyarakat. Tìujìuan 

pìemidanaan mìenìurìut tìeori ini adalah tidak tìerjadinya tindakan pidana lagi 

agar kìeadaan sosial t ìetap stabil. Artinya, dibìerinya sanksi kìepada pìelak ìu 

bìukan hanya ìunt ìuk mìembalas kìesalahan yang tìelah dilakìukan, tìetapi jìuga 

ìunt ìuk mìenjaga kìetìertiban ìumìum.  

3. Tìeori gabìungan (Vìerìenìegings thìeoriìen)  

Tìujìuan pìemidanaan mìenìurìut tìeori gabìungan adalah ìuntìuk mìembayar 

balasan kìepada pìelakìu kìejahatan sìekaligìus mìelindìungi masyarakat dìengan 

mìempìertahankan kìet ìertiban. Tìeori ini mìenggabìungkan dìua t ìeori 

sìebìelìumnya sìebagai dasar pìemidanaan. Hal ini dilakìukan karìena masing-

masing t ìeori di atas mìemiliki kìelìemahan.40 

 

Pìenjat ìuhan hìukìum pidana tidak hanya bìert ìujìuan ìunt ìuk mìembalas tindakan pìelakìu, 

tìetapi jìuga ìuntìuk mìembìerikan motivasi agar pìelakìu tidak mìengìulang kìesalahan 

yang sama, mìenìurìut Karl O. Cristiansìen tìeori rìetribìusi ataìu tìeori pìembalasan 

mìemiliki ciri-ciri, yait ìu:  

                                                             
40 Abdul Azis Muhammad, “Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujaun Pemidanaan” Jurnal 

of Legal Studies, Vol. 7 No. 1, Juli 2023, hlm. 9-11.  
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1. Tìujìuan dari hìukìuman adalah sìemata-mata ìunt ìuk mìembalas tindakan pìelakìu;  

2. Pìembalasan mìenjadi fokìus ìutama sìebagai sat ìu-satìunya sasaran yang ingin 

dicapai;  

3. Harìus ada kìesalahan yang tìelah dilakìukan;  

4. Hìukìuman harìus sìesìuai dìengan tingkat kìesalahan yang dilakìukan olìeh 

pìelanggar;  

5. Hìukìuman bìeroriìentasi pada t ìujìuan klasik, yakni hanya mìenghìukìum dan 

tidak bìertìujìuan ìunt ìuk mìendidik, mìempìerbaiki, ataìu rìeint ìegrasi sosial.41  

 

Tìujìuan dari pìemidanaan sìelama ini bìelìum diat ìur dìengan jìelas dalam KUHP. Dari 

pìerspìektif sist ìem, pìeran t ìujìuan pìemidanaan sangat sìentral dan pokok. Sìebab, tìujìuan 

ini adalah inti ataìu ìesìensi dari sist ìem pìemidanaan it ìu sìendiri. Dìengan 

mìempìertimbangkan pìentingnya posisi t ìujìuan pìemidanaan ini, konsìep KUHP (iìus 

constitìuìendìum) tìelah t ìermasìuk kìet ìentìuan tìersìebìut, dan dalam salah sat ìu tìujìuannya 

tìelah mìempìertimbangkan nilai-nilai kìearifan lokal yang mìerìupakan kìepìentingan 

ìumìum yait ìu pìemìulihan kìesìeimbangan dalam masyarakat.42 Mìenìurìut Lìudwig Von 

Bìertalanfy, sist ìem adalah complìes-ìes of ìelìemìents standing intìerantion;  

 

Tìujìuan pìemidanaan dalam KUHP Nasional diat ìur dalam Pasal 51 yang mìenyatakan 

bahwa pìemidanaan bìert ìujìuan:  

a. Mìencìegah dilakìukannya tindak pidana dìengan mìenìegakkan norma hìuk ìum 

dìemi pìerlindìungan dan pìengayoman masyarakat;  

b. Mìemasyarakatkan t ìerpidana dìengan mìengadakan pìembinaan dan 

pìembimbingan agar mìenjadi orang yang baik dan bìergìuna;  

c. Mìenyìelìesaikan konflik yang ditimbìulkan akibat tindak pidana, mìemìulihkan 

kìesìeimbangan, sìerta mìendatangkan rasa aman dan damai dalam 

masyarakat; dan 

d. Mìenìumbìuhkan rasa pìenyìesalan dan mìembìebaskan rasa bìersalah pada 

tìerpidana.  

                                                             
41 Syarif Saddam Rivanie, dkk., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan”, Jurnal Halu Oleo 

Law Review, Vol. 6 No. 2, September 2022, hlm. 180.  
42 Erna Dewi, “Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal”, (Bandar Lampung: Justice 

Publisher, 2014), hlm. 92.  
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Pasal 52 jìuga dinayatakan bahwa: pìemidanaan tidak dimaksìudkan ìunt ìuk 

mìerìendahkan martabat manìusia. Tìujìuan pìemidanaan yang sìudah disìebìutkan diatas, 

tìerlihat bahwa mìengatasi konflik yang mìuncìul akibat kìejahatan adalah tìujìuan yang 

jìuga mìempìerhatikan kìebìeradaan korban dalam pìenìegakkan hìukìum. Konflik yang 

ada pìerlìu disìelìesaikan dan kìesìeimbangan harìus dipìulihkan. Tìujìuan ini 

mìenìunjìukkan adanya pìerìubahan dalam maksìud pìemidanaan, yang tidak hanya 

bìerfokìus pada hìukìuman bagi pìelakìu, tìetapi jìuga pada pìemìulihan dari konflik yang 

timbìul akibat tindak pidana.43 

 

Pìermasalahan tìerkait tìujìuan dari hìukìum pidana saat ini mìelibatkan bìerbagai isìu 

yang mìenjadi bahan diskìusi dan pìerhatian dalam sistìem pìeradilan pidana. Bìebìerapa 

masalah yang mìungkin mìuncìul Adalah sìebagai bìerikìut:  

1. Kìetidaksìeimbangan antara pìencìegahan dan pìembalasan: ada pìerdìebatan 

mìengìenai sìebìerapa bìesar hìukìum pidana sìeharìusnya mìenìekankan 

pìencìegahan kìejahatan dibandingkan dìengan pìembalasan kìepada pìelanggar.  

2. Efìektivikas dalam mìencapai t ìujaìun: mìuncìul pìertanyaan t ìentang sìejaìuh 

mana hìukìum pidana dapat bìerhasil mìemìenìuhi t ìujìuan.  

3. Ovìerkriminalisasi: tìerdapat kìekhawatiran bahwa dalam bìebìerapa sit ìuasi, 

ìundang-ìundang pidana mìungkin t ìerlalìu lìuas dan mìecakìup tindakan yang 

sìeharìusnya tidak dianggap sìebagai kìejahatan.  

4. Pìerlindìungan hak asasi manìusia: dalam kont ìeks tìujìuan pidana, pìenting 

ìunt ìuk mìempìerhatikan pìerlindìungan hak asasi dari para p ìelakìu kìejahatan.  

5. Pìerìubahan sosial dan pìerkìembangan nilai masyarakat: sikap dan nilai-nilai 

masyarakat tìerhadap kìejahatan dan hìukìuman dapat mìengalami pìerìubahan 

sìeiring bìerjalannya waktìu.44  

 

Pidana Adalah cara ìunt ìuk mìelindìungi masyarakat sìerta mìembìeri sanksi kìepada 

individìu yang mìelanggar hìukìum. Mìuladi mìengìemìukakan gabìungan tìujìuan dari 

pìemidanaan yang dianggap sìesìuai dìengan pìendìekatan sosiologis, idìeologis, dan 

yìuridis filosofis dìengan dasar anggapan bahwa tindak pidana mìenggangg ìu 

                                                             
43 Muhyi Mohas, dkk., “Hukum Pidana Masa Deapan: Masa Depan Hukum Pidana”, (Depok: PT 

Rajawali Buana Pusaka, April 2023), hlm. 127.  
44 Muchlas Rastra Samara Muksin, “Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, 

Jurnal Sapientia Et Virtus, Vol. 8 No. 1, Maret 2023, hlm. 229-230.  
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kìesìeimbangan, harmoni, dan kìesìelarasan dalam kìehidìupan masyarakat. Hal ini 

mìenyìebabkan kìerìusakan baik pada individìu maìupìun masyarakat. Olìeh karìena it ìu, 

tìujìuan dari pìemidanaan adalah ìunt ìuk mìempìerbaiki kìerìusakan yang dialami olìeh 

individìu dan masyarakat akibat tindak pidana.45 

 

C. Pìertanggìungjawaban Pidana 

 

Pìertanggìungjawaban pidana dalam Bahasa Bìelanda disìebìut torìekìenbaarhìeid dan 

dalam Bahasa Inggris disìebìut criminal rìesponsibility ataìu criminalliability. 

Pìertanggìungjawaban pidana mìerìujìuk pada pìenjat ìuhan hìukìuman kìepad sìesìeorang 

yang t ìelah mìelakìukan tindakan yang mlìenaggar hìukìum ataìu mìenyìebabkan sit ìuasi 

yang dilarang. Dìengan dìemikian, pìertanggìungjawaban pidana bìerkaitan dìengan 

prosìes pìemidanaan sanksi yang dijat ìuhkan akibat tindak pidana k ìepada 

pìelakìunya.46  

 

Pìertanggìungjawaban pidana adalah prosìes pìenilaian yang dilakìukan sìetalah sìemìua 

ìunsìur tindak pidana t ìerpìenìuhi ataìu sìet ìelah tindak pidana t ìersìebìut tìerbìukti, pìenilaian 

ini dilakìukan dari dìua sìudìut pìendang, yait ìu objìektif dan sìubjìektif, pìenilaian objìektif 

bìerkaitan dìengan pìelakìu dan norma hìukìum yang dilanggarnya, sìehingga 

bìerhìubìungan dìengan tindakan yang dilakìukan sìerta nilai-nilai moral yang 

dilanggar, sìedangkan pìenilaian sìubjìektif bìerkaitan dìengan kìeadaan psikologis 

pìelakìu, yang mìenilai apakah tindakan yang mìelanggar moralitas tìersìebìut dapat 

dicìela ataìu tidak.47 Dalam sìudìut pandang yang lìebih lìuas mìengìenai hìukìuman, 

Mìuladi dan Barda Nawawi Ariìef mìengìemìukakan bahwa pìemidanaan harìus 

mìencakìup ìelìemìen-ìelìemìen bìerdasarkan prinsip dan tìujìuan, yait ìu:  

1. Kìemanìusiaan yang bìerkaitan dìengan hìukìuman yang mìenghargai martabat 

individìu;  

2. Pìendidikan, yait ìu bahwa hìukìuman ahrìus mìembìuat orang sìepìenìuhnya 

mìenyadari pìerbìuatan mìerìeka dan mìendorong mìerìeka ìunt ìuk bìersikap positif 

sìerta konstrìuksi t ìerhadap langkah-langkah pìencìegahan kìejahatan;  

                                                             
45 Abdul Azis Muhammad, Op.Cit., hlm. 12.  
46 Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis” Jurnal Hukum 

Positum, Vol. 5 No. 2, 19 Oktober 2020, hlm. 13.  
47 Agus Rusianto, “Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi 

Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya”, (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, 2016), hlm. 14.  
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3. Kìeadilan yang mìerìujìuk kìepada pìersìepsi mìengìenai hìukìuman yang dit ìerima 

baik olìeh tìerpidana, korban, maìupìun masyarakat.48 

 

Mìenìurìut Pompìe, ìunt ìuk mìemiliki tanggìung jawab pidana, sìesìeorang harìus mìemiliki 

ìunsìur-ìunsìur bìerikìut:  

1. Kapasitas bìerfikir (psikis) pìembìuat (pìelakìu) yang mìemìungkinkannya 

mìengìendalikan pikirannya sìehingga ia bisa mìenìent ìukan tindakannya;  

2. Dìengan dìemikian, ia mampìu mìengidìentifikasi dampak dari tindakannya;  

3. Sìehingga ia bisa mìengìendalikan kìehìendaknya bìerdasarkan pìenilainnya.49 

 

Pìertanggìungjawaban pidana tidak sama dìengan bìerbìeda dìengan pìerbìuatan pidana, 

pìertanggìungjawaban pidana bìerfokìus pada hìukìuman bagi pìelakìu ìunt ìuk 

mìenìent ìukan apakah tìerdakwa ataìu tìersangka bisa dimintai pìertanggìungjawaban 

atas sìuatìu tindakan pidana sìedangkan pìerbìuatan pidana hanya mìerìujìuk pada 

pìelanggaran yang dan dapat dikìenakan sanksi pidana. sìesìeorang yang mìelakìukan 

tindakan t ìertìent ìu bìelìum t ìent ìu akan mìenghadapi hìukìuman, sìemìuanya bìergant ìung 

pada tindakan t ìersìebìut apakah mìengandìung ìunsìur kìesalahan mìelawan hìukìum, asas 

dalam pìertanggìungjawaban pidana adalah “tidak ada hìukìuman tanpa kìesalahan”.50 

Mìenìurìut Roìeslan Salìeh, masalah kìeadaan mìental sìesìeorang dalam hìukìum pidana 

bìerkaitan dìengan tanggìung jawab pidana. kìemampìuan ìunt ìuk bìertanggìungjawab 

adalah aspìek ìutama dalam mìenìent ìukan adanya kìesalahan. Sìesìeorang dianggap 

bìersalah jika pada dasarnya ia dapat bìertanggìungjawab. Mìerìeka yang tidak dapat 

bìertanggìungjawab jìelas tidak sìeharìusnya dimintai pìertanggìungjawaban atas 

tindakan yang dilakìukan. Kìemampìuan bìertanggìungjawab sìecara jìelas bìersifat 

psikologis dan mìerìupakan ìelìemìen pìenting dalam pìertanggìungjawaban pidana. 

Dalam sìetiap kasìus pìertanggìungjawaban pidana, har ìus ada kìemampìuan ìunt ìuk 

bìertanggìungjawab, jika pìelakìu tidak mìemiliki kìemampìuan ini maka pìelakìu tidak 

dapat dimintai pìertanggìungjawaban.51 

 

                                                             
48 Maya Shafira, dkk., “Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier”, (Bandar Lampung: Pusaka 

Media, 2022), hlm. 27.  
49 Deschi Ranteallo, “Pembelaan Terpaksa: Pembalaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak 

Pidana Pembunuhan Oleh Polisi”, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, Maret 2024), hlm. 8. 
50 Ibid, hlm. 9.  
51 Ibid, hlm. 71.  
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Kìemampìuan ìunt ìuk bìertanggìungjawab dan kìesalahan yang disìengaja dìengan aspìek 

psikologis, mìenìurìut Zainal Abidin adalah ìelìeman pìenting yang mìenìent ìukan 

tanggìung jawab pidana. kìemampìuan bìertanggìungjawab mìerìupakan prasyarat ìunt ìuk 

kìesalahan, sìehingga bìukanlah kìesalahan it ìu sìendiri. Dalam kont ìeks sìubjìek manìusia, 

kìemampìuan bìertanggìungjawab mìenjadi bagian dari aspìek pìertanggìungjawaban 

pidana dan jìuga mìerìupakan syarat ìutama adanya kìesalahan. Pìemikiran ini didasari 

olìeh dìua hal, yait ìu: 

1. Orang yang dapat dimintai p ìertanggìungjawaban adalah individ ìu yang 

mìemiliki kìemampìuan ìunt ìuk bìertanggìungjawab, sìehingga kìemampìuan 

tìersìebìut mìerìupakan ìelìemìen dari pìertanggìungjawaban pidana yang 

mìenyangkìut manìusia.  

2. Hal ini bìerkaitan dìengan prinsip “tidak ada pìertanggìungjawaban tanpa 

kìesalahan”, artinya orang yang diminta p ìertanggìungjawabann adalah yang 

mìelakìukan kìesalahan, sìehingga kìemampìuan ìunt ìuk bìertanggìungjawab 

adalah syarat dari adanya k ìesalahan.52  

 

Pìertanggìungjawaban pidana mìerìupakan tanggìung jawab dari tìerdakwa atas tindak 

pidana yang dilakìukannya. Hal ini mìerìupakan bìukti bahwa tìerdakwa 

mìempìertanggìungjawabkan pìerbìuatannya dìengan cara mìenjalani hìukìuman yang 

sìudah dipìut ìuskan olìeh hakim, jadi sìelain t ìerdakwa tìelah sah bìenar mìelakìukan 

tindak pidana, tìerdakwa jìuga mìemang bìenar bìertanggìungjawab atas kìesalahannya 

sìecara moral. Jadi harìus dipastikan sìesìeorang yang mìelakìukan pìerbìuatan tindak 

pidana harìus mampìu bìertanggìungjawab sìehingga orang tìersìebìut dapat diprosìes 

sìesìuai dìengan hìukìum yang bìerlakìu. Dalam hìukìum pidana, sìesìeorang dapat 

dikìenakan sanksi hìukìum apabila mìemìenìuhi syarat-syarat yang dit ìent ìukan dalam 

ìundang-ìundang, tìermasìuk adanya ìunsìur kìesalahan yang mìencakìup kìesìengajaan 

maìupìun kìelalaian.53  

Sìesìeorang yang mìelakìukan sìebìuah kìesalahan ataìu tindak pidana tidak sìelalìu 

dilakìukan sìecara sìengaja. Bisa saja pìerbìuatan mìelanggar hìukìum t ìersìebìut dilakìukan 

karìena ìunsìur kìetidaksìengajaan ataìu kìelalaian. Namìun, mìeskipìun kìesalahan yang 

                                                             
52 Ibid, hlm. 71-72.  
53 Sutrisno., dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Pasa Residivist Tindak Pidana Penganiayaan”, 

Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 7 No. 2, Desember 2024, hlm. 14.  
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dipìerbìuat sìesìeorang mìerìupakan kìesalahan yang disìebabkan karìena sìebìuah 

kìetidaksìengajaan harìus t ìetap dihìukìum apabila kìetidaksìengjaan t ìersìebìut mìemìenìuhi 

ìunsìur tindak pidana pada sìebìuah pasal pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang 

bìerlakìu. Dalam mìenìent ìukan pìertanggìungjawaban pidana akibat kìesalahan yang 

dipìerbìuat baik karìea kìetidaksìengajaan maìupìun kìelalaian dapat dinilai ataìu dilihat 

mìelalìui dìua bìent ìuk, yait ìu kìesìengajaan (dolìus) dan kìelalaian (cìulpa). Pìenjìelasan 

mìengìenai dìua bìent ìuk ini yait ìu sìebagai bìerikìut: 

  

a. Kìesìengajaan (dolìus) 

Kìesìengajaan diartikan sìebagai sìebìuah pìerbìuatan yang dilakìukan sìecara sadar 

dan dikìehìendaki ìunt ìuk tìerjadi. sìesìeorang yang mìelakìukan tindak pidana dapat 

dikatakan dolìus apabila pìelakìu tìersìebìut mìenghìendaki dan mìengìetahìui. 

Maksìudnya pìelakìu mìemiliki niat dalam dirinya dan mìenghìendaki pìerbìuatan 

mìelanggar hìukìum t ìersìebìut tìerjadi dan pìelakìu mìengìetahìui dampak dari 

pìerbìuatan yang dilakìukan.  

 

Tìerdapat bìebìerapa tìeori yang harìud dipìerhatikan tìerhadap ìunsìur kìesìengajan, 

yait ìu:  

1. Tìeori mìembayangkan, bahwa kìesìengajaan it ìu dapat didìefinisikan mìelalìui 

gambaran si pìelakìu tìentang konsìekìuìensi dari pìerbìuatannya di masa 

mìendatang. Frank, sìebagai pìenggagas t ìeori ini, bìerargìumìen bahwa tidak 

mìungkin sìesìeorang sìepìenìuhnya mìenginginkan hasil dari pìerbìuatannya 

nanti, sìeorang pìelakìu hanya dapat mìembayangkan kìemìungkinan-

kìemìungkinan yang mìungkin tìerjadi saat tindakannya dilaksanakan.  

2. Tìeori kìehìendak, tìeori ini bìerpìendapat bahwa kìesìengajaan t ìerlihat dari niat 

yang sìejak awal ingin dicapai. S ìebagai contoh, jika sìesìeorang mìelakìukan 

pìenganiayaan dìengan niat ìunt ìuk mìencìedìerai orang lain, maka k ìesìengajaan 

tìersìebìut dapat dianggap tìerbìukti.54 

b. Kìelalaian (cìulpa) 

Pasal 359 KUHP mìenjìelaskan bahwa pìerbìuatan yang dilakìukan karìena 

kìelalaiannya (kìealpaan) dan mìenyìebabkan orang lain mati t ìetap diancam 

                                                             
54 H. Imron Rosyadi., “Hukum Pidana”, (Surabaya: Revka Prima Media, Cetakan Ke-1, Februari 

2022), hlm. 81-82. 
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dìengan pidana pìenjara paling lama 15 (lima bìelas) tahìun ataìu pidana kìurìungan 

paling lama 1 (satìu) tahìun. hal ini dapat diartikan kalaìu tindak pidana yang 

dilakìukan dìengan ìunsìur kìelalaian akan t ìetap mìendapatkan hìukìuman.  

 

Wirjono Prodjodikoro mìembìerikan pìengìertian mìenganai istilah cìulpa, yait ìu 

istilah cìulpa mìerìujìuk pada kìesalahan sìecara ìumìum, namìun dalam kont ìeks ilmìu 

hìukìum maknanya lìebih t ìeknis, dalam hal ini cìulpa mìencakìup sìuat ìu bìentìuk 

kìesalahan yang dilakìukan olìeh pìelakìu tindak pidana, yang tingkatnya tidak 

sìebìerat kìesìengajaan, kìesalahan tìersìebìut diakibatkan olìeh kìurangnya kìehati-

hatian sìehingga mìengakibatkan t ìerjadinya akibat yang tidak diinginkan.55 

 

Orang yang mìelakìukan tindak pidana dìengan ìunsìur kìelalain akan tìetap 

dipidanakan, hal ini dikar ìenakan hìukìum mìelihat akibat dari tindak pidana 

tìersìebìut mìembìerikan kìerìugian dalam masyarakat dan it ìu harìus dipìerhatikan. 

Hal ini bìukan sìemata-mata tanpa alasan tapi sìesìuai dìengan salah sat ìu tìujìuan 

hìukìum yait ìu mìembìerikan pìerlindìungan kìepada masyarakat. 

 

Kìelalaian jìuga mìemiliki bìerbagai tingkatan ataìu gradasi, mìulai dari yang paling 

fatal hingga yang paling ringan, mìenìurìut Kansil tingkatan kìelalaian dapat 

dibìedakan mìenjadi:  

1. Sangat bìerhati-hati; 

2. Tidak bìegit ìu bìerhati-hati;  

3. Kìurang bìerhati-hati;  

4. Sìerampangan ataìu ìugal-ìugalan.56 

 

Tìerdapat dìua jìenis kìealpaan, yakni:  

1. Cìulpa lata, adalah sìebìuah kìealpaan yang mìerìujìuk pada kìetidaksìengajaan 

dimana pìelakìu mìemahami kìemìungkinan akibat yang mìungkin timbìul dari 

pìerbìuatannya.  

                                                             
55 Matthew Eduard Dirk Rawung, dkk., “Sanksi Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Dalam 

Pekerjaan Konstruksi Bangunan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnak Lex Crimen, vol. 

12 No. 1, 2023, hlm. 3. 
56 H. Imron Rosyadi., Op.Cit., hlm. 88.  
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2. Cìulpa lìevissima, yait ìu kìetidaksìengajaan yang tidak dipahami olìeh pìelak ìu 

mìenganai dampak dari tindakan yang diambilnya.57 

 

Tìerdapat dìua tìeori ìunt ìuk dapat mìemahami konsìep pìertanggìungjawaban pidana, 

yait ìu:  

1. Tìeori monistis, sìecara ìumìum t ìeori monistis tidak mìembìedakan antara tindak 

pidana dan kìesalahan, mìengingat bahwa kìesalahan mìerìupakan salah satìu 

ìunsìur dari tindak pidana, maka bìerdasarkan asa “tiada pidana tanpa 

kìesalahan”, kìesalahan jìuga mìerìupakan ìelìemìen yang pìenting dalam 

pìertanggìungjawaban pidana. 

2. Tìeori dìualistis, sìecara tìegas mìemisahkan tindak pidana dari k ìesalahan, 

dalam pandangan ini kìesalahan tidak dianggap sìebagai ìunsìur dari tindak 

pidana, mìelainkan sìebagai ìelìemìen yang dipìerlìukan ìunt ìuk mìenìetapkan 

pìertanggìungjawaban pidana.58 

 

Sìesìeorang tidak dapat dipidana atas p ìerbìuatannya apabila tidak ada at ìuran yang 

mìengat ìurnya mìengìenai pìerbìuatan tìersìebìut. hal ini sìesìuai dìengan Pasal 1 Ayat 1 

KUHP yang mìenyatakan bahwa sìuat ìu pìerbìuatan tidak dapat dipidana, k ìecìuali 

bìerdasarkan kìekìuatan kìet ìent ìuan pìerìundang-ìundangan pidana yang t ìelah ada. Dan 

sìesìeorang jìuga tidak dapat dimintai pìertanggìungjawaban apabila tidak mìelakìukan 

pìerbìuatan ataìu tindakan yang mìelanggar pìeratìuran. Bìerdasarkan asas ini maka 

ìunt ìuk mìeminta sìesìeorang mìempìertanggìungjawabkan pìerbìuatannya harìus 

dipastikan t ìerlìebih dahìulìu kalaìu pìerbìuatan orang tìersìebìut mìelanggar pìeratìuran 

hìukìum dan sìudah ada atìurannya sìerta orang tìersìebìut tìelah bìenar mìelakìukan 

pìerbìuatan yang mìelanggar pìeratìuran hìukìum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57 Ibid., hlm. 88-89.  
58 Agus Rusianto., Op.Cit., hlm. 15.  
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D. Pìengìertian Tindak Pidana Pìenganiayaan 

 

Kamìus Bìesar Bahasa Indonìesia mìembìerikan pìengìertian mìengìenai pìenganiayaan 

yait ìu pìerlakìuan yang sìewìenang-wìenang.59 Mìenìurìut Soìesilo, pìenganiayaan dapat 

dipahami sìebagai tindakan yang mìenyìebabkan pìerasaan tidak nyaman bagi 

sìesìeorang, ini bisa bìerìupa tindakan fisik sìepìerti mìendorong hingga t ìerjat ìuh, 

mìenyakiti dìengan cara mìenyìubit ataìu mìemìukìul, sìerta mìenciptakan lìuka yang lìebih 

sìeriìus, misalnya dìengan mìengiris ataìu mìenìusìuk mìenggìunakan pisaìu, sìelain it ìu 

pìenganiayaan jìuga mìencakìup tindakan yang mìerìusak kìesìehatan, sìepìerti 

mìengabaikan sìesìeorang yang sìedang sakit.60 Bìerdasarkan pìengìertian di atas maka 

dapat disimpìulkan kalaìu pìenganiayaan adalah sìebìuah pìerbìuatan yang dilakìukan 

olìeh pìelakìu yang mìenciptakan rasa tidak nyaman t ìerhadap sìesìeorang yang dianiaya, 

dan kìetidaknyamanan tìersìebìut mìerìupakan tìujìuan ataìu kìeinginan dari sìeorang 

pìelakìu pìenganiayaan. Hal tìersìebìut mìerìupakan pìenganiayaan biasa, sìedangkan 

pìenganiayaan yang mìenyìebabkan mati mìerìupakan pìerbìuatan yang dilakìukan 

kìepada orang lain dìengan t ìujìuan ìunt ìuk mìembìerikan rasa tidak nyaman dan 

kìesakitan kìepada orang tìersìebìut, tapi akibat dari pìerbìuatan yang dilakìukannya it ìu 

mìengakibatkan korban kìehilangan nyawanya. Hal ini bìerbìeda pìembìunìuhan, yang 

dimana pìembìunìuhan mìerìupakan pìerbìuatan tindak pidana yang mìemiliki t ìujìuan 

awal ìunt ìuk mìenghilangkan nyawa sìesìeorang.  

 

Mìenìurìut Van Hammìel, t ìerdapat tiga krit ìeria pìenting yang harìus dipìenìuhi ìuntìuk 

mìenìent ìukan adanya sìuatìu bìent ìuk pìenganiayaan, yait ìu:  

1. Sìetiap tindakan yang sìecara sìengaja mìenyìebabkan rasa sakit, lìuka, ataìu 

kìetidaknyamanan adalah dilarang;  

2. Pìengìecìualian dapat tìerjadi kìetika tidak ada kìesalahan sama sìekali, sìepìerti 

dalam kasìus dimana pìelakìu bìertindak dìengan itikad baik ataìu bìerdasarkan 

anggapan bahwa tindakan t ìersìebìut sah, mìeskipìun anggapan tìersìebìut 

didasarkan pada pìenyìesatan yang dapat dimanfaatkan;  

3. Pìenambahan sìukìu kata ”mis” pada kata mishandìelling (pìenganiayaan) 

mìenìunjìukkan bahwa tindakan yang mìengakibatkan rasa sakit, lìuka, ataìu 

                                                             
59 Kamus Bahasa Indonesia, Op.Cit., hlm. 73.  
60 Fariaman laia, dkk, “Aanalisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan 

Oleh Anak”, Jurnal Mathematic Education, Vol. 6 No. 2, Juni 2023, hlm. 242.   
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kìetidaknyamanan dikat ìegorikan sìebagai mìelawan hìukìum, namìun jika 

tindakan t ìersìebìut dilakìukan sìesìuai dìengan kaidah ilmìu kìesìehatan, maka 

tidak dapat dianggap sìebagai pìenganiayaan, dalam hal ini tindakan t ìersìebìut 

tidak dilarang olìeh hìukìum pidana sìehingga hakim sìeharìusnya 

mìembìebaskan tìerdakwa.61  

 

Wiryono mìenjìelaskan bahwa pìenganiayaan pada dasarnya dapat digolongkan kìe 

dalam ìempat kìeadaan yang timbìul akibat tindakan yang dilakìukan dìengan sìengaja, 

kìeìempat hal t ìersìebìut yait ìu: 

1. Sìengaja mìenyìebabkan pìerasaan tidak nyaman. Dalam hal ini, korban tidak 

pìerlìu mìerasakan sakit fisik, cìukìup dìengan mìembìuatnya mìerasa tidak 

nyaman ataìu mìendìerita.  

2. Sìengaja mìenyìebabkan rasa sakit. Pada kondisi ini, korban mìengalami rasa 

sakit akibat tindakan pìelakìu, misalnya mìelalìui cìubitan, tamparan, ataìu 

pìemìukìulan yang mìengakibatkan kìetidaknyamanan fisik.  

3. Sìengaja mìenyìebabkan lìuka. Di sini, korban mìengalami pìerìubahan fisik 

yang tìerlihat pada tìubìuhnya, sìepìerti lìuka akibat sayatan bìenda tajam, 

tìusìukan, ataìu potongan yang mìenyìebabkan cìedìera.62  

 

Macam-macam pìenganiayaan, yait ìu:  

1. Pìenganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP) 

Pìenganiayaan biasa dapat disìebìut jìuga dìengan pìenganiayaan pokok ataìu bìent ìuk 

standar, mìerìujìuk pada kìetìent ìuan Pasal 351 KUHP, pìenganiayaan ini mìencakìup 

sìemìua tindakan pìenganiayaan yang tidak t ìergolong sìebagai pìenganiayaan bìerat 

maìupìun pìenganiayaan ringan.63 

 

Dilihat pada Pasal 351 KUHP t ìerdapat ìempat jìenis pìenganiayan biasa, yait ìu:  

a. Pìenganiayan yang tidak mìenyìebabkan lìuka bìerat ataìupìun kìematian 

dipidana paling lama dìua tahìun dìelapan bìulan ataìu pidana dìenda paling 

banyak ìempat ribìu lima rat ìus rìupiah;  

b. Pìenganiayaan yang mìengakibatkan lìuka-lìuka bìerat, diancam dìengan 

pidana pìenjara paling lama lima tahìun;  

                                                             
61 Hiro R. R. Tompodung, dkk., Op.Cit., hlm. 66.  
62 Ibid, hlm. 67.  
63 Ismu Gunadi, & Jonaedi Efendi., “Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana”, (Jakarta: PT Fajar 

Interpratama Mandiri, Cetakan ke-2, Januari 2015), hlm. 97.  
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c. Pìenganiayaan yang mìengakibatkan kìematian, diancam dìengan pidana 

pìenjara paling lama t ìujìuh tahìun; 

d. Pìenganiayaan yang masih di ditahap p ìercobaan tidak dapat dipidanakan. 

 

2. Pìenganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)  

Pìenganiayaan ringan diat ìur dalam hìukìum dan dapat dikìenakan hìukìuman 

pìenjara maksimìum sìelama tiga bìulan ataìu dìenda maksimal sìebìesar tiga rat ìus 

rìupiah, asalkan tindakan t ìersìebìut tidak tìermasìuk dalam kìet ìent ìuan Pasal 353 dan 

356 KUHP, sìerta tidak mìenimbìulkan sakit ataìu mìenghalangi jabatan ataìu 

pìekìerjaan.64 Tìerdapat ìunsìur-ìunsìur pìenganiayaan ringan, yait ìu:  

a. Tindakan ini bìukanlah pìenganiayaan biasa;  

b. Pìenganiayaan ini tidak dilakìukan tìerhadap:  

1) Orang tìua yang sah, istri, ataìu anak 

2) Pìegawai nìegìeri saat ataìu dalam mìenjalankan t ìugas sah mìerìeka 

3) Dìengan cara mìemasìukkan zat-zat bìerbahaya bagi kìesìehatan ataìu 

nyawa kìe dalam makanan ataìu minìuman 

c. Tindakan ini tidak mìenyìebabkan pìenyakit ataìu mìenghalangi 

pìelaksanaan pìekìerjaan, jabatan, sìerta mata pìencaharian.65  

 

3. Pìenganiayaan bìerìencana (Pasal 353 KUHP) 

Tirtaamidjaja, mìembìerikan pìendapat kalaìu adanya kata dir ìencanakan tìerlìebih 

dahìulìu, mìemiliki arti bahwa ada sìuatìu jangka waktìu, walaìupìun waktìunya tidak 

banyak ìunt ìuk mìempìertimbangkan dan ìunt ìuk bìerfikir dìengan tìenang.66 

Pìenganiayaan dapat dikat ìegorikan sìebagai pìenganiayaan yang dir ìencanakan 

jika mìemnìuhi bìebìerapa syarat sìebagai bìerikìut:  

a. Pìengambilan kìepìut ìusan ìuntìuk mìelakìukan tindakan dalam kìeadaan 

mìental yang tìenang;  

b. Tìerdapat jìeda wakt ìu yang cìukìup antara mìuncìulnya niat ataìu 

pìengambilan kìepìut ìusan ìunt ìuk bìertindak dan pìelaksanaan tindakan 

tìersìebìut, sìehingga pìelakìu mìemiliki kìesìempatan ìunt ìuk bìerfikir, antara 

lain mìengìenai:  

                                                             
64 Ismu Gunadi, & Jonaedi Efendi., Op.Cit., hlm. 98.  
65 Hiro R. R. Tompodung, dkk, Op.Cit., hlm. 68.  
66 Ismu Gunadi, & Jonaedi Efendi., Op.Cit., hlm. 99.  
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1) Risiko yang akan ditangg ìung;  

2) Cara dan alat yang akan digìunakan sìerta waktìu yang tìepat ìunt ìuk 

mìelakìukannya; 

3) Cara ìunt ìuk mìenghilangkan jìejak.67 

 

4. Pìenganiayaan bìerat (Pasal 354 KUHP) 

Pìenganiayaan bìerat diatìur dalam Pasal 354 KUHP, yang mìenjìelaskan bawah:  

a) barangsiapa sìengaja mìelìukai bìerat orang lain, diancam kar ìena mìelakìukan 

pìenganiayaan bìerat dìengan pidana pìenjara paling lama dìelapan tahìun.  

b) jika pìerbìuatan it ìu mìengakibatkan kìematian, yang bìersalah diancam dìengan 

pidana pìenjara paling lama sìepìulìuh tahìun.  

 

Mìelihat pasal t ìersìebìut maka, apabila tindak pidana pìenganiayan bìerat dikaitkan 

dìengan ìunsìur kìesìengajaan, maka kìesìengajaan tìersìebìut harìus dit ìujìukan tidak 

hanya pada tindakan it ìu sìediri, sìepìerti mìenìusìuk dìengan pisaìu, tìetapi jìuga pada 

akibat yang dit ìumbìulkannya yait ìu lìuka bìerat.68 

 

Istilah lìuka bìerat mìenìurìut Pasal 90 KUHP bìerarti sìebagai bìerikìut:  

a. Jat ìuh sakit ataìu lìuka yang tak dapat diharapkan akan sìembìuh lagi 

dìengan sìempìurna ataìu yang dapat mìendatangkan bahaya maìut.  

b. Sìenantiasa tidak cakap mìengìerjakan pìekìerjaan jabatan ataìu pìekìerjaan 

pìencaharian.  

c. Tidak dapat lagi mìemakai salah sat ìu panca indra.  

d. Mìendapat cacat bìesar.  

e. Lìumpìuh (kìelìumpìuhan);  

f. Akal (tìenaga faham) tidak sìempìurna lìebih lama dari ìempat minggìu;  

g. Gìugìurnya ataìu matinya kandìungan sìeorang pìerìempìuan. 

 

5. Pìenganiayaan bìerat bìerìencana (Pasal 355 KUHP) 

Pìenganiayaan bìerat bìerìencana adalah kombinasi dari p ìenganiayaan bìerat dan 

pìeganiayaan yang dilakìukan dìengan rìencana, dìengan kata lain hal ini mìerìujìuk 

pada sìuat ìu tindak pìenganiayaan bìerat yang dilakìukan sìecara tìerìencana, kìedìua 

bìent ìuk pìenganiayaan ini har ìus t ìerjadi sìecara bìersamaan.69 Alasan mìengapa 

                                                             
67 Hiro R. R. Tompodung, dkk, Op.Cit., hlm. 68-69. 
68 Febrianti V. F. Parengkuan, dkk., “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau 

Dari Pasal 355 KUHP”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 10 No. 4, April 2021, hlm. 103.  
69 Ibid.  
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kìedìua ìunsìur tìersìebìut harìus tìerjadi sìecara bìersamaan adalah kar ìena apabila 

kìedìua ìunsìur t ìersìebìut tidak t ìerjadi sìecara bìersamaan maka tidak akan mìemìenìuhi 

ìunsìur pìenganiayaan bìerat bìerìencana.  

 

Pìenganiayaan mìerìupakan tindakan kasar yang d ìengan sìengaja dilakìukan olìeh 

pìelakìu kriminal t ìerhadap individìu lain dìengan tìujìuan ìunt ìuk mìelìukai baik sìecara 

fisik maìupìun psikologis, dalam Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana (KUHP), 

tìelah diat ìur bìerbagai tindakan yang dianggap sìebagai kìejahatan dan pìelanggaran, 

mìenìurìut Moìeljatno tindakan-tindakan ini disìebìut sìebagai tindak pidana ataìu dìelik.70 

Pìenganiayaan mìerìupakan pìeristiwa yang ìumìum dan mìudah tìerjadi di T ìengah 

masyarakat, dampak dari tindakan p ìenganiayaan sìudah banyak dan sìering mìuncìul, 

bahkan sampai mìenyìebabkan kìematian pada korban, sìehingga hìukìuman bagi 

pìelakìu tindak pidan aini har ìus bìenar-bìenar mìenciptakan rasa kìeadilan bagi korban, 

kìelìuarga korban, dan jìuga bagi pìelakìu it ìu sìendiri agar dapat mìembìerikan Pìelajaran 

dan ìefìek jìera.71 

 

E. Pìengìertian Tindak Pidana Pìembìunìuhan  

 

Pasal yang bìerada dalam KUHP yang dapat dikaitkan dìengan tindak pidana 

pìembìunìuhan adalah Pasal 338 KUHP, yait ìu:  

“Barang siapa dìengan sìengaja mìerampas nyawa orang lain, diancam karìena 

pìembìunìuhan dìengan pidana pìenjara paling lama lima bìelas tahìun.” 

 

Sìesìeorang yang bìerkìeinginan ìunt ìuk mìenghilangkan nyawa orang lain harìus 

mìelakìukan sìerangkaian tindakan yang mìengakibatkan kìematian, namìun tindakan 

tìersìebìut harìus diiringi dìengan niat yang jìelas ìunt ìuk mìenyìebabkan kìematian orang 

lain.72 Dìengan dìemikian, kita dapat mìemahami bahwa tindak pidana p ìembìunìuhan 

tìermasìuk dalam kat ìegori dìelik matìeriil yang bìerarti bahwa sìebìuah pìerbìuatan 

dianggap tìelah sìelìesai dilakìukan jika tìelah mìuncìul akibat yang dilarang ataìu tidak 

                                                             
70 Hiro R. R. Tompodung, dkk, Op.Cit., hlm. 70.  
71 Ibid.  
72 Riza Sativa, “Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan”, Jurnal 

Ilmu Kepolisian, Vol. 15 No. 1, April 2021, hlm. 59  
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diinginkan olìeh ìundang-ìundang, ataìu dapat disimpìulkan bahwa sìuat ìu tindak pidana 

pìembìunìuhan bìelìum dapat dianggap t ìerjadi jika kìematian orang lain bìelìum t ìerjadi.73 

 

Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana yang mìengat ìur mìengìenai pìembìunìuhan 

bìukan hanya diat ìur dalam Pasal 338 saja mìelainkan dari Pasal 338 sampai 350 

Kitab Undang-Undang Hìukìum Pidana. Bìerdasarkan kìet ìent ìuan-kìet ìent ìuan pidana 

yang mìengat ìur mìengìenai kìejahatan-kìejahatan t ìerhadap nyawa manìusia sìepìerti 

yang t ìelah disìebìutkan di atas, dapat disimpìulkan bahwa pìembìent ìuk ìundang-ìundang 

tìelah bìerìupaya ìunt ìuk mìelakìukan pìembìedaan antara bìerbagai jìenis kìejahatan yang 

dapat dilakìukan tìerhadap nyawa manìusia, pìembagian tìersìebìut mìencakìup lima jìenis 

kìejahatan yang dit ìujìukan t ìerhadap nyawa manìusia, yang masing-masing dapat 

dijìelaskan sìebagai bìerikìut:  

1. Kìejahatan yang bìerìupa kìesìengajaan dalam mìenghilangkan nyawa orang lain, 

mìenìurìut pìengìertian ìumìum masih mìembìedakan antara kìesìengajaan tìersìebìut 

yang tidak dirìencanakan sìebìelìumnya, yang dikìenal dìengan istilah doodslìeg, dan 

kìesìengajaan yang dilakìukan dìengan pìerìencanaan t ìerlìebih dahìulìu yang disìebìut 

sìebagai moord. Doodslìeg diat ìur dalam Pasal 338 KUHP sìedangkan moord 

diat ìur dalam Pasal 340 KUHP.  

2. Kìejahatan yang bìerkaitan dìengan kìesìengajaan mìenghilangkan nyawa sìeorang 

anak yang barìu dilahirkan olìeh ibìunya sìendiri jìuga dibìedakan bìerdasarkan 

apakah tindakan t ìersìebìut dilakìukan tanpa pìerìencanaan sìebìelìumnya ataìu dìengan 

pìerìencanaan tìerlìebih dahìulìu. Kìejahatan yang dilakìukan tanpa pìerìencanaan 

disìebìut dìengan kindìerdoodslìeg dan diatìur dalam Pasal 341 KUHP, sìedangkan 

kìejahatan yang dilakìukan dìengan pìerìencanaan disìebìut kindìermoord dan diatìur 

dalam Pasal 342 KUHP.  

3. Kìejahatan bìerìupa kìesìengajaan dalam mìenghilangkan nyawa orang lain 

bìerdasarkan pìermintaan t ìegas dan sìunggìuh-sìunggìuh dari orang t ìersìebìut tìelah 

diat ìur dalam Pasal 344 KUHP.  

4. Kìejahatan yang tìerjadi akibat kìesìengajaan mìendorong orang lain ìunt ìuk 

mìelakìukan bìunìuh diri ataìu mìembant ìu orang lain dalam mìelakìukan bìunìuh diri 

tìelah diat ìur dalam Pasal 345 KUHP.  

                                                             
73 Ibid, 59-60.  
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5. Kìejahatan yang bìerkaitan dìengan kìesìengajaan mìenggìugìurkan kandìungan 

sìeorang wanita mìenyìebabkan kìematian janin dalam kandìungan, yang olìeh 

pìembìent ìuk ìundang-ìundang disìebìut sìebagai afdrijving. Dalam hal ini 

pìembìent ìuk ìundang-ìundang mìembìedakan bìebìerapa jìenis afdrijving yang 

dipandang dapat tìerjadi dalam praktik, yait ìu: 

a) Kìesìengajaan mìenggìugìurkan kandìungan yang dilakìukan atas pìermintaan 

wanita yang mìengandìung, sìebagaimana diat ìur dalam Pasal 346 KUHP;  

b. Kìesìengajaan mìenggìugìurkan kandìungan yang dilakìukan tanpa izin t ìerlìebih 

dahìulìu dari wanita yang mìengandìung, sìebagaimana diat ìur dalam Pasal 347 

KUHP;  

c. Kìesìengajaan mìenggìugìurkan kandìungan yang dilakìukan dìengan 

mìempìerolìeh izin t ìerlìebih dahìulìu dari wanita yang mìengandìung 

sìebagaimana diat ìur dalam Pasal 348 KUHP;  

d. Kìesìengajaan mìenggìugìurkan kandìungan yang dilakìukan dìengan bant ìuan 

doktìer, bidan, ataìu pìeramìu obat-oabatan sìebagaimaan diat ìur dalam Pasal 

349 KUHP.74  

 

Pìembìunìuhan dapat dilakìukan sìecara langsìung tanpa pìerìencanaan, namìun dapat 

jìuga dilakìukan dìengan adanya pìerìencanaan tìerlìebih dahìulìu. Pìembìunìuhan 

bìerìencana adalah tindakan aksi mìembìunìuh individìu yang t ìelah dipìersiapkan sìecara 

cìermat olìeh pìelakìu, yang mìencakìup pìemilihan mìetodìe, waktìu, dan lokasi yang 

sìesìuai ìunt ìuk mìelaksanakan tindakan pìembìunìuhan it ìu, dilakìukan dìengan kìesadaran 

dan niat.75 Sìedangkan pìembìunìuhan biasa sìebagaimana yang diatìur dalam Pasal 338 

KUHP dirìumìusakan sìebagai barang siapa dìengan sìengaja mìenghilangkan nyawa 

orang lain, diancam kar ìena pìembìunìuhan dìengan pìenjara paling lama 15 tahìun 

pìenjara.  

 

Bìerdasarkan kìet ìent ìuan hìukìum pidana, sìebìuah kìesalahan ataìu pìertanggìungjawaban 

pidana t ìerdiri atas tiga ìunsìur, yait ìu:  

1. tindakan yang dilakìukan dìengan sìengaja;  

                                                             
74 Lamintang, & Theo Lamintang., “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & 

Kesehatan”, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Agustus 2010), hlm. 11-13.  
75 I Nyoman Alit Putrawan, “Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Hindu”, (Bali: 

NILACAKRA, Januari 2024), hlm. 1. 
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2. kìelalaian ataìu tindakan yang dilakìukan sìecara sìembrono;  

3. tindakan yang tidak dapat diamp ìuni olìeh pìelakìunya.76 

 

F. Pìembìelaan Tìerpaksa (Noodwìeìer) dalam Hìukìum Pidana 

 

Pìembìelaan yang dilakìukan tìerpaksa sìebagai alasan ìunt ìuk mìenghapìus tìunt ìutan 

pidana dapat dipahami sìebagai tindakan yang diambil olìeh individìu ìunt ìuk 

mìelindìungi diri sìendiri ataìu orang lain, ataìu ìunt ìuk mìembìela norma-norma moral, 

sìerta barang milik pribadi ataìu milik orang lain dari sìerangan ataìu ancaman yang 

mìuncìul sìecara mìendadak dan illìegal, dimana individìu tìersìebìut tidak mìempìunyai 

opsi lain sìelain mìelakìukan tindakan ìunt ìuk pìertahanan diri.77 Mìelihat dalam Kitab 

Undang-Undang Hìukìum Pidana (KUHP), pìembìelaan t ìerpaksa dibagi mìenjadi dìua 

katìegori, yait ìu noodwìeìer (pìembìelaan t ìerpaksa) dan noodwìeìer-ìexcìes (pìembìelaan 

darìurat mìelampaìui batas). Pìerbìedaan ini dit ìuangkan dalam Pasal 49 KUHP yang 

bìerbìunyi:  

1. Tidak dipidana, barang siapa mìelakìukan pìerbìuatan pìembìelaan t ìerpaksa 

ìunt ìuk diri sìendiri maìupìun ìuntìuk orang lain, kìehormatan kìesìusilaan ataìu 

harta bìenda sìendiri maìupìun orang lain, kar ìena ada sìerangan ataìu ancaman 

sìerangan yang sangat dìekat pada saat it ìu yang mìelawan hìukìum.  

2. Pìembìelaan t ìerpaksa yang mìelampaìui batas, yang langsìung disìebabkan olìeh 

kìegìuncangan jiwa yang hìebat karìena sìerangan ataìu ancaman sìerangan it ìu, 

tidak dipidana. 

 

Istilah pìembìelaan t ìerpaksa sìering kali didìefinnisikan sìebagai pìembìelaan darìurat, 

sìebagaimana dijìelaskan olìeh So ìesilo dalam bìukìunya yang bìerjìudìul Kitab Undang-

Undang Hìukìum Pidana sìerta komìentar-komìentar lìengkap pasal dìemi pasal, 

mìenìurìutnya t ìerdapat bìebìerapa syarat yang harìus dipìenìuhi ìunt ìuk pìembìelaan darìurat, 

yakni:  

1. Tindakan yang diambil har ìus dilakìukan dalam kìeadaan tìerpaksa ìunt ìuk 

mìempìertahankan diri.  

                                                             
76 Raymond Ferynaldo, “Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak 

Pidana Pembunuhan Berencana”, Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol. 2 No. 3, November 

2024, hlm. 48.  
77 Rahman Amin, “Pidana Dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional”, (Yogyakarta: Deepublish 

Digital, 2024), hlm. 156.   
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2. Pìembìelaan ataìu pìertahanan t ìersìebìut harìus diarahkan hanya kìepada 

kìepìentingan-kìepìentingan yang dis ìebìutkan dalam pasal yang bìersangkìutan, 

yait ìu mìelipìuti pìerlindìungan tìerhadap badan, kìehormatan, dan harta bìenda 

milik sìendiri maìupìun orang lain.  

3. Tìerdapat sìerangan yang mìengancam hak dan mìuncìul sìecara mìendadak ataìu 

pada saat it ìu jìuga.78 

 

Pìembìelaan t ìerpaksa (noodwìeìer) sìebagai alasan pìembìenar, D. Schaffmìeist ìer 

mìenyatakan bahwa ada bìebìerapa syarat yang har ìus dipìenìuhi ìunt ìuk pìembìelaan 

tìerpaksa sìebagai pìengapìus kìesalahan pidana yait ìu:  

1. Tìerdapat sìerangan yang mìendìesak;  

2. Sìerangan it ìu bìersifat illìegal;  

3. Pìembìelaan dilakìukan karìena tìerpaksa;  

4. Mìetodìe pìembìelaan layak dilakìukan79 

Pìembìelaan yang dilakìukan harìus sìeimbang dìengan sìerangan ataìu ancaman, dalam 

artian sìerangan balik yang dilakìukan tidak dipìerbolìehkan ìunt ìuk sampai mìelampaìui 

batas kìepìerlìuan dan kìeharìusan.80 

 

Alasan pìenghapìusan pidana yang diat ìur dalam Kitab Undang-Undang Hìukìum 

Pidana (KUHP) tidak hanya pìembìelaan tìerpaksa mìelainkan tìerdapat alasan lainnya, 

yait ìu sìebagai bìerikìut:  

1. Daya paksa  

Istilah ini mìerìujìuk kìepada kondisi yang bìerada di lìuar kìemampìuan manìusia, 

sìebagaimana diat ìur dalam Pasal 48 KUHP. Daya paksa mìerìupakan sìuatìu 

paksaan yang bìegit ìu mìendìesak sìehingga mìenìempatkan sìesìeorang dalam sit ìuasi 

sìerba salah. Dalam kìeadaan dìemikian, individìu tìersìebìut tìerpaksa mìengambil 

langkah dan tindakan yang pada k ìenyataannya mìelanggar ìundang-ìundang. 

Dalam kondisi normal, sìesìeorang tidak akan mìengambil kìepìut ìusan ataìu 

mìenjalankan tindakan yang mìemiliki risiko lìebih bìesar tìerhadap dirinya.  

 

 

 

                                                             
78 Dean Praditya Kermite, dkk., “Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (noodweer) Dalam Tindak 

Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jurnal 

Lex Privatum, Vol. 9 No. 4, April 2021, hlm. 142.  
79 Rahman Amin, Op.Cit., hlm. 156-155.  
80 Andi Hamzah, “Hukum Pidana”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Oktober 2017), hlm. 155.  
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2. Mìenjalankan kìet ìent ìuan ìundang-ìundang  

Pìelaksanaan pìerintah yang sìesìuai dìengan kìetìent ìuan ìundang-ìundang, mìeskipìun 

pìerbìuatan tìersìebìut bìersifat mìelawan hìukìum ataìu mìerìupakan tindak pidana, 

tìetap tidak dapat dikìenakan hìukìuman kìepada pìelakìu, sìepanjang tindakan 

tìersìebìut diat ìur dalam Pasal 50 KUHP.  

 

3. Mìenjalankan pìerintah jabatan yang sah  

Sìesìeorang yang mìelaksanakan ataìu mìenjalankan pìerintah dari jabatan ataìu 

pìengìuasa yang bìerwìenang, bìerdasarkan kìetìentìuan ìundang-ìundang tidak dapat 

dijat ìuhkan hìukìuman atas pìerbìuatan yang bìersifat tindak pidana, kìetìent ìuan ini 

diat ìur dalam Pasal 51 KUHP.  

 

4. Pìelakìu yang bìelìum dìewasa  

Mìenìurìut Pasal 45 KUHP, mìeskipìun pìelakìu yang bìelìum bìerìumìur 16 tahìun tidak 

tìermasìuk dalam kat ìegori alasan pìemaaf ataìu alasan pìembìenar dan sìehingga 

tidak t ìermasìuk dalam alasan pìenghapìusan pidana, individìu yang mìelakìukan 

tindak pidana di bawah ìusia tìersìebìut tidak dapat dikìenakan hìukìuman. Dalam 

KUHP, ìusia yang dianggap sìebagai anak adalah di bawah 16 tahìun.81   

 

Sìeorang hakim dalam mìenjat ìuhkan hìukìuman t ìerhadap tìerdakwa sìelalìu bìerdasarkan 

alat bìukti yang ada dan sah. Jìenis-jìenis alat bìukti tìerdapat pada Pasal 184 KUHAP, 

yakni:  

1. Kìet ìerangan saksi;  

2. Kìet ìerangan ahli; 

3. Sìurat; 

4. Pìetìunjìuk;  

5. Kìet ìerangan t ìerdakwa. 

 

Sìelain mìempìertimbangkan alat-alat bìukti yang ada, hakim jìuga pìerlìu 

mìempìerhatikan bìebìerapa faktor yang bìerkaitan dìengan palakìu, antara lain:  

1. Kìesalahan yang dilakìukan olìeh pìelakìu tindak pidana;  

2. Motif dan t ìujìuan yang mìelatarbìelakangi pìelakìu dalam mìelakìukan tindak 

pidana; 

                                                             
81 Anak Agung Gede Agung, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas 

Dasar Pembelaan Terpaksa”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2 No. 1, April 2021, hlm. 4-5.  
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3. Cara ataìu mìetodìe yang digìunakan olìeh pìelakìu ìunt ìuk mìelaksanakan tindak 

pidana; 

4. Sikap batin pìelakìu pada saat mìelakìukan tindak pidana; 

5. Riwayat hidìup dan kondisi sosial ìekonomi pìelakìu tindak pidana; 

6. Dampak tindak pidana tìerhadap masa dìepan pìelakìu; 

7. Sikap dan tindakan pìelakìu sìet ìelah mìelakìukan tindak pidana; 

8. Pandangan masyarakat t ìerhadap tindak pidana yang t ìelah dilakìukan; 

9. Tanggìung jawab pìelakìu tìerhadap korban tindak pidana; 

10. Apakah tindak pidana dilakìukan dìengan sìuat ìu rìencana yang matang.82   

                                                             
82 Anak Agung Gede Agung, dkk., Op.Cit., hlm. 6.  



 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pìendìekatan Masalah  

 

Pìendìekatan masalah mìerìupakan sìuat ìu prosìes yang sist ìematis dalam pìemìecahan 

ataìu pìenyìelìesaian sìuat ìu masalah mìelalìui langkah-langkah yang tìelah dit ìetapkan, 

dìengan t ìujìuan ìunt ìuk mìencapai hasil yang diinginkan dalam p ìenìelitian.83 Dalam 

pìenìelitian ini pìenìulis mìenggìunakan 2 pìendìekatan masalah yait ìu pìendìekatan yìuridis 

normatif dan yìuridis ìempiris.  

 

1. Pìendìekatan yìuridis normatif 

Pìendìekatan yìuridis normatif mìerìupakan pìendìekatan hìukìum yang dilakìukan mìelalìui 

pìenìelitian t ìerhadap bahan pìustaka ataìu data yang dipìerlìukan, yang mìerìupakan data 

sìekìundìer. Data sìekìundìer ini bìerfìungsi sìebagai bahan dasar ìunt ìuk pìenìelitian, dìengan 

cara mìelakìukan pìenìelìusìuran t ìerhadap pìeratìuran-pìeratìuran sìerta lit ìerat ìur yang 

bìerhìubìungan dìengan pìermasalahan yang sìedang ditìeliti.  

 

2. Pìendìekatan yìuridis ìempiris 

Pìendìekatan yìuridis ìempiris mìerìupakan salah sat ìu jìenis pìenìelitian hìukìum yang 

dapat dikat ìegorikan sìebagai pìenìelitian lapangan. Pìendìekatan ini mìengkaji 

kìetìent ìuan hìukìum yang bìerlakìu sìerta fìenomìena yang tìelah t ìerjadi dalam kìehidìupan 

masyarakat. Saat mìelaksanakan pìenìelitian ini dilakìukan wawancara dìengan 

narasìumbìer di lokasi objìek pìenìelitian yang bìerkaitan dìengan pìermasalahan yang 

akan dibahas dalam pìenìelitian ini.  

                                                             
83 Abdulkadir Muhammad., Op.Cit., hlm. 112.  
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B. Sìumbìer dan Jìenis Data  

 

1. Sìumbìer Data  

Sìumbìer data mìerìupakan lokasi dimana data tìersìebìut didapatkan. Dalam pìenìelitian 

ini mìenggìunakan data yang dipìerolìeh dari pìengamatan lapangan dan r ìefìerìensi 

pìustaka.  

 

2. Jìenis Data 

a. Data Primìer  

Data primìer adalah data yang didapatkan dan dik ìumpìulkan langsìung olìeh pìenìeliti 

dari prosìes pìenìelitian yang dilakìukan di lapangan. Prosìes pìengìumpìulan data primìer 

dilakìukan mìelalìui tahap wawancara dìengan narasìumbìer, dìengan tìujìuan 

mìendapatkan data yang dibìut ìuhkan dalam pìenìelitian ini yait ìu yang tìerkait dìengan 

Dasar Pìertimbangan Hakim dalam Mìenjat ìuhkan Pidana Pìenjara Tìerhadap Pìelak ìu 

Pìenganiayaan pada Pìutìusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk. 

 

b. Data Sìekìundìer  

Data sìekìundìer adalah data bìerìupa informasi yang didapatkan mìelalìui pìenìelitian 

kìepìustakaan dìengan cara st ìudi dokìumìen, analisis bìukìu, dan mìerìujìuk pada hasil-

hasil pìenìelitian hìukìum yang disajikan dalam bìent ìuk laporan dan rìelìevan dìengan 

pokok pìermasalahan yang dit ìeliti.  

 

1) Bahan Hìukìum Primìer  

Bahan hìukìum primìer adalah bahan hìukìum yang paling ìutama, bahan hìukìum primìer 

mìelipìuti pìeratìuran pìerìundang-ìundangan yang dalam pìenìelitian sìesìuai dìengan 

pìembahasan tìerdiri dari:  

 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahìun 1946 tìentang Pìeratìuran Hìukìum Pidana  

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahìun 1981 tìentang Hìukìum Acara Pidan 

c) Undang-Undang Nomor 48 Tahìun 2009 tìentang Kìekìuasaan Kìehakiman. 

 

2) Bahan Hìukìum Sìekìundìer  

Bahan hìukìum sìekìundìer mìerìupakan bahan hìukìum yang dapat digìunakan ìunt ìuk 

dapat mìembìerikan pìenjìelasan tìerhadap bahan hìukìum primìer. Bahan hìuk ìum 
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sìekìundìer tìerdiri dari bìukìu-bìukìu, artikìel, jìurnal, Pìutìusan Nomor 

1054/Pid.B/2022/PN Tjk dan lainnya yang bìerkaitan dìengan pìermasalahan 

pìenìelitian ini.  

 

3) Bahan hìukìum tìersiìer 

Bahan hìukìum t ìersiìer mìerìupakan bahan hìukìum yang bìerasal dari t ìeori dan 

pìendapat para ahli gìuna ìuntìuk mìempìerjìelas bahan hìukìum primìer dan bahan 

hìukìum sìekìundìer.  

 

C. Pìenìentìuan Narasìumbìer  

 

Narasìumbìer adalah orang yang dapat dijadikan sìebagai t ìempat sìumbìer informasi 

yang dianggap paham ataìu mìengìetahìui pìermasalahan yang sìedang dit ìeliti. 

Narasìumbìer dimintai kìet ìerangan mìengìenai pìermasalahan yang sìedang dit ìeliti 

lìewati prosìes wawancara. Adapìun narasìumbìer pìenìelitian ini t ìerdiri dari:  

 

1. Hakim Pìengadilan Nìegìeri Tanjìung Karang    : 1 Orang  

2. Dosìen Bagian Hìukìum Pidana Fakìultas Hìukìum   

Univìersitas Lampìung        : 2 Orang  

+ 

 Jìumlah        :  3 Orang  

 

D. Prosìedìur Pìengìumpìulan dan Pìengìelolaan Data 

 

1. Prosìedìur Pìengìumpìulan Data 

Gìuna ìunt ìuk mìendapatkan data yang kompr ìehìensif dalam pìenìelitian ini 

mìenggìunakan cara-cara sìebagai bìerikìut:  

 

a. Stìudi Kìepìustakaan  

Stìudi kìepìustakaan mìerìupakan salah satìu cara yang digìunakan ìunt ìuk 

mìengìumpìulkan data. Cara ini dilakìukan dìengan cara mìengìutip bìerbagai lit ìeratìur 

yang bìerkaitan dìengan pìermasalahan yang ada dalam p ìenìelitian ini.  
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b. Stìudi lapangan  

Stìudi lapangan adalah mìengìumpìulkan data dìengan pìenìelitian langsìung pada tìempat 

ataìu objìek pìenìelitian. Pada pìenìelitian ini st ìudi lapangan dilakìukan dìengan cara 

mìewawancarai narasìumbìer yang bìerkaitan dìengan pìermasalahn dalam pìenìelitian 

ini dan yang sìudah dit ìent ìukan.  

 

2. Prosìedìur Pìengolahan Data  

Data yang sìudah tìerkìumpìul kìemìudian diolah. Pìengolahan data ìumìumnya dilakìukan 

dìengan mìelalìui tahap-tahap sìebagai bìerikìut:  

 

a. Pìemìeriksaan data, yait ìu pìembìenaran apakah data yang tìerkìumpìul mìelalìui st ìudi 

pìustaka dan wawancara sìudah dianggap lìengkap, rìelìevan, jìelas, tidak 

bìerlìebihan, dan tanpa kìesalahan; 

b. Pìenandaan data, yait ìu pìembìerian tanda pada data yang dip ìerolìeh, baik bìerìupa 

pìenomoran ataìupìun pìenggìunaan tanda ataìu simbol ataìu kata tìertìent ìu yang 

mìenìunjìukkan golongan/kìelompok/klasifikasi data mìenìurìut jìenis dan 

sìumbìernya;  

c. Pìenyìusìunan data, yait ìu mìengìelompokkan sìecara sist ìematis data yang sìudah 

diìedit dan dibìeri tanda it ìu mìenìurìut klasifikasi data dan ìurìutan masalah.  

 

E. Analisis Data  

 

Analisis data yang digìunakan dalam pìenìelitian ini adalah analisis kìualitatif yang 

dimana sìet ìelah data diolah, data diìuraikan dalam bìent ìuk kalimat yang baik dan 

bìenar sìehingga mìudah ìunt ìuk dibaca dan diartikan olìeh pìembaca, yang dijìelaskan di 

bagian simpìulan.  

 

 



 

V.  PENUTUP  

 

A. Simpìulan 

Bìerdasarkan tìemìuan pìenìelitian yang tìelah dipìerolìeh, pìenìulis mìenarik Kìesimpìulan 

sìebagai bìerikìut: 

  

1. Dasar pìertimbangan hakim dalam mìenjatìuhkan pidana pìenjara tìerhadap 

tìerdakwa Angga Brawijaya Bin. Ahmad Ilyas Alm bìerdasarkan hasil pìenìelitian 

yait ìu wawancara dìengan Hakim Pìengadilan Nìegìeri Tanjìung Karang Kìelas IA, 

sìerta analisis t ìerhadap Pìutìusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk dapat 

disimpìulkan bahwa dasar pìertimbangan hakim sìecara yìuridis, hakim 

mìempìertimbangkan tìerpìenìuhinya ìunsìur Pasal 351 Ayat (3) KUHP tìentang 

pìenganiayaan yang mìengakibatkan kìematian. Pìertimbangan ini sìesìuai dìengan 

pandangan Ahmad Rifai, bahwa hakim wajib mìendasarkan pìutìusannya pada 

fakta hìukìum dan alat bìukti yang sah agar t ìercapainya kìepastian hìukìum. Sìecara 

filosofis, hakim bìeroriìentasi pada tìujìuan pìemidanaan ìunt ìuk mìembìerikan ìefìek 

jìera, mìembina t ìerdakwa agar mìenyadari kìesalahannya, sìerta mìenjaga 

kìesìeimbangan antara kìepastian hìukìum dan kìemanìusiaan. Hal ini sìejalan dìengan 

tìeori pìemidanaan ìutilitarian dan pandangan Moìeljatno bahwa pidana tidak 

hanya ìunt ìuk mìembalas, tìetapi jìuga mìendidik dan mìempìerbaiki pìerilakìu pìelak ìu 

kìejahatan. Sìecara sosiologis, hakim mìempìerhatikan latar bìelakang dan kodisi 

pribadi t ìerdakwa, antara lain bahwa tìerdakwa bìersikap sopan, mìengakìui 

pìerbìuatannya, dan mìenyìesal. Hakim jìuga mìenilai sit ìuasi saat pìeristiwa tìerjadi, 

dimana tìerdakwa bìertindak karìena tìerdìesak akibat ancaman korban dan t ìeman-

temannya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya 

menerepkan hukum secara formal. Tetapi juga memperhatikan rasa 

kemanuasiaan serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian 

dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah memenuhi tiga dimensi 

hukum yaitu kepastian, kemanfaatn, dan keadilan.
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2. Unsìur kìeadilan dalam pìut ìusan hakim t ìerhadap Angga Brawijaya t ìercìermin dari 

kìesìeimbangan antara pìenìerapan hìukìum positif dan nilai-nilai moral manìusia. 

Dalam pìerkara ini, hakim mìenjat ìuhkan pidana pìenjara sìelama 3 (tiga) tahìun 8 

(dìelapan) bìulan, lìebih ringan dari tìunt ìutan jaksa yait ìu 5 (lima) tahìun 6 (ìenam) 

bìulan, karìena mìempìerhatikan faktor-faktor yang mìeringankan. Hasil 

wawancara dìengan Dosìen Hìukìum Pidana Fakìultas Hìukìum Univìersitas 

Lampìung jìuga mìenìunjìukkan bahwa pìut ìusan ini sìudah mìencìerminkan nilai 

kìeadilan korìektif, yait ìu kìeadilan yang tidak hanya mìenghìukìum t ìetapi jìuga 

mìempìerbaiki pìerilakìu tìerdakwa agar tidak mìengìulangi pìerbìuatannya. 

Mìeskipìun pìerbìuatan tìerdakwa dilakìukan dalam rangka mìembìela diri, hakim 

tìetap mìenjat ìuhkan hìukìuman sìebagai bìent ìuk tanggìung jawab atas akibat 

pìerbìuatannya, yakni mìeninggalnya korban. Dìengan dìemikian, ìunsìur kìeadilan 

dalam pìut ìusan ini tidak hanya tìerlìetak pada pìembìerian sanksi, tìetapi jìuga pada 

proporsionalitas hìukìuman yang mìempìertimbangkan kondisi psikologis dan 

sit ìuasional t ìerdakwa. pìutìusan ini t ìelah mìemìenìuhi nilai kìeadilan sìubstantif, 

karìena mampìu mìenyìeimbangkan hak pìelakìu, hak korban, dan rasa k ìeadilan 

masyarakat. Sìecara kìesìelìurìuhan, pìutìusan hakim dalam pìerkara ini 

mìenìunjìukkan bahwa kìeadilan hìukìum tidak hanya bìerarti mìenghìukìum sìesìuai 

tìeks ìundang-ìundang, tìetapi jìuga mìenìegakkan nilai kìemanìusiaan dan moralitas 

yang hidìup dalam masyarakat.  
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B. Saran  

Bìerdasarkan ìuraian hasil pìembahasan dan Kìesimpìulan diatas, pìenìulis dapat 

mìembìerikan saran sìebagai bìerikìut:  

 

1. Hakim mìemiliki kìebìebasan dalam mìembìerikan sìebìuah pìutìusan. Dìengan 

kìebìebasan yang dimiliki tìersìebìut diharapkan hakim dapat mìembìerikan pìut ìusan 

yang sìesìuai dìengan ìundang-ìundang yang bìerlakìu sìerta sìesìuai dìengan fakta-

fakta dan alat bìukti yang ada di pìersidangan. Hakim wajib mìempìertimbangkan 

sìegala aspìek ìunt ìuk dapat mìemìut ìus sìebìuah pìerkara. Hakim wajib ìunt ìuk bìersifat 

nìetral dan tidak mìemihak kìe salah satìu pihak dalam pìerisidangan. Dalam 

mìemìut ìus sìebìuah pìerkara hakim tidak bolìeh takìut akan hal apapìun, sìelama 

pìutìusan yang dibìuat it ìu tìelah sìesìuai dan tidak mìencìedìerai hìukìum. Karìena dalam 

pìutìusan yang dibìerikan olìeh hakim t ìerdapat harapan dapat mìembìerikan ìefìek 

jìera kìepada tìerdakwa. bìerat ringannya hìukìuman yang dibìerikan tidak akan 

mìenjamin t ìerdakwa akan jìera dan mìenyìesali pìerbìuatannya, tapi sìetidaknya 

pìutìusan yang baik akan mìembìerikan pandangan yang baik jìuga pada 

masyarakat akan hìukìum.  

 

2. Hakim tìelah mìenjat ìuhkan hìukìuman tìerhadap t ìerdakwa Angga Brawijaya pada 

Pìutìusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk, yang dimana p ìut ìusan t ìersìebìut tìelah 

sìesìuai dìengan tìeori Notonìegoro tìerkait kìeadilan. Namìun diharapkan hakim 

ìunt ìuk dapat tìerìus mìelihat nilai-nilai yang hidìup dan bìerkìembang dalam 

masyarakat dìengan harapan apabila hal t ìersìebìut dilakìukan akan mìembìuat 

pìutìusan yang di bìerikan hakim t ìelah sìesìuai dìengan nilai-nilai yang hidìup dalam 

masayarakat dan bisa mìembìerikan rasa kìeadilan bagi sìemìua pihak.  
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	2. Pìembalasan mìenjadi fokìus ìutama sìebagai satìu-satìunya sasaran yang ingin dicapai;
	3. Harìus ada kìesalahan yang tìelah dilakìukan;
	4. Hìukìuman harìus sìesìuai dìengan tingkat kìesalahan yang dilakìukan olìeh pìelanggar;
	5. Hìukìuman bìeroriìentasi pada tìujìuan klasik, yakni hanya mìenghìukìum dan tidak bìertìujìuan ìuntìuk mìendidik, mìempìerbaiki, ataìu rìeintìegrasi sosial.
	Tìujìuan dari pìemidanaan sìelama ini bìelìum diatìur dìengan jìelas dalam KUHP. Dari pìerspìektif sistìem, pìeran tìujìuan pìemidanaan sangat sìentral dan pokok. Sìebab, tìujìuan ini adalah inti ataìu ìesìensi dari sistìem pìemidanaan itìu sìendiri. ...
	Tìujìuan pìemidanaan dalam KUHP Nasional diatìur dalam Pasal 51 yang mìenyatakan bahwa pìemidanaan bìertìujìuan:
	a. Mìencìegah dilakìukannya tindak pidana dìengan mìenìegakkan norma hìukìum dìemi pìerlindìungan dan pìengayoman masyarakat;
	b. Mìemasyarakatkan tìerpidana dìengan mìengadakan pìembinaan dan pìembimbingan agar mìenjadi orang yang baik dan bìergìuna;
	c. Mìenyìelìesaikan konflik yang ditimbìulkan akibat tindak pidana, mìemìulihkan kìesìeimbangan, sìerta mìendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
	d. Mìenìumbìuhkan rasa pìenyìesalan dan mìembìebaskan rasa bìersalah pada tìerpidana.
	Pasal 52 jìuga dinayatakan bahwa: pìemidanaan tidak dimaksìudkan ìuntìuk mìerìendahkan martabat manìusia. Tìujìuan pìemidanaan yang sìudah disìebìutkan diatas, tìerlihat bahwa mìengatasi konflik yang mìuncìul akibat kìejahatan adalah tìujìuan yang jìu...
	Pìermasalahan tìerkait tìujìuan dari hìukìum pidana saat ini mìelibatkan bìerbagai isìu yang mìenjadi bahan diskìusi dan pìerhatian dalam sistìem pìeradilan pidana. Bìebìerapa masalah yang mìungkin mìuncìul Adalah sìebagai bìerikìut:
	1. Kìetidaksìeimbangan antara pìencìegahan dan pìembalasan: ada pìerdìebatan mìengìenai sìebìerapa bìesar hìukìum pidana sìeharìusnya mìenìekankan pìencìegahan kìejahatan dibandingkan dìengan pìembalasan kìepada pìelanggar.
	2. Efìektivikas dalam mìencapai tìujaìun: mìuncìul pìertanyaan tìentang sìejaìuh mana hìukìum pidana dapat bìerhasil mìemìenìuhi tìujìuan.
	3. Ovìerkriminalisasi: tìerdapat kìekhawatiran bahwa dalam bìebìerapa sitìuasi, ìundang-ìundang pidana mìungkin tìerlalìu lìuas dan mìecakìup tindakan yang sìeharìusnya tidak dianggap sìebagai kìejahatan.
	4. Pìerlindìungan hak asasi manìusia: dalam kontìeks tìujìuan pidana, pìenting ìuntìuk mìempìerhatikan pìerlindìungan hak asasi dari para pìelakìu kìejahatan.
	5. Pìerìubahan sosial dan pìerkìembangan nilai masyarakat: sikap dan nilai-nilai masyarakat tìerhadap kìejahatan dan hìukìuman dapat mìengalami pìerìubahan sìeiring bìerjalannya waktìu.
	Pidana Adalah cara ìuntìuk mìelindìungi masyarakat sìerta mìembìeri sanksi kìepada individìu yang mìelanggar hìukìum. Mìuladi mìengìemìukakan gabìungan tìujìuan dari pìemidanaan yang dianggap sìesìuai dìengan pìendìekatan sosiologis, idìeologis, dan y...
	C. Pìertanggìungjawaban Pidana
	Pìertanggìungjawaban pidana dalam Bahasa Bìelanda disìebìut torìekìenbaarhìeid dan dalam Bahasa Inggris disìebìut criminal rìesponsibility ataìu criminalliability. Pìertanggìungjawaban pidana mìerìujìuk pada pìenjatìuhan hìukìuman kìepad sìesìeorang y...
	Pìertanggìungjawaban pidana adalah prosìes pìenilaian yang dilakìukan sìetalah sìemìua ìunsìur tindak pidana tìerpìenìuhi ataìu sìetìelah tindak pidana tìersìebìut tìerbìukti, pìenilaian ini dilakìukan dari dìua sìudìut pìendang, yaitìu objìektif dan ...
	1. Kìemanìusiaan yang bìerkaitan dìengan hìukìuman yang mìenghargai martabat individìu;
	2. Pìendidikan, yaitìu bahwa hìukìuman ahrìus mìembìuat orang sìepìenìuhnya mìenyadari pìerbìuatan mìerìeka dan mìendorong mìerìeka ìuntìuk bìersikap positif sìerta konstrìuksi tìerhadap langkah-langkah pìencìegahan kìejahatan;
	3. Kìeadilan yang mìerìujìuk kìepada pìersìepsi mìengìenai hìukìuman yang ditìerima baik olìeh tìerpidana, korban, maìupìun masyarakat.
	Mìenìurìut Pompìe, ìuntìuk mìemiliki tanggìung jawab pidana, sìesìeorang harìus mìemiliki ìunsìur-ìunsìur bìerikìut:
	1. Kapasitas bìerfikir (psikis) pìembìuat (pìelakìu) yang mìemìungkinkannya mìengìendalikan pikirannya sìehingga ia bisa mìenìentìukan tindakannya;
	2. Dìengan dìemikian, ia mampìu mìengidìentifikasi dampak dari tindakannya;
	3. Sìehingga ia bisa mìengìendalikan kìehìendaknya bìerdasarkan pìenilainnya.
	Pìertanggìungjawaban pidana tidak sama dìengan bìerbìeda dìengan pìerbìuatan pidana, pìertanggìungjawaban pidana bìerfokìus pada hìukìuman bagi pìelakìu ìuntìuk mìenìentìukan apakah tìerdakwa ataìu tìersangka bisa dimintai pìertanggìungjawaban atas sì...
	Mìenìurìut Roìeslan Salìeh, masalah kìeadaan mìental sìesìeorang dalam hìukìum pidana bìerkaitan dìengan tanggìung jawab pidana. kìemampìuan ìuntìuk bìertanggìungjawab adalah aspìek ìutama dalam mìenìentìukan adanya kìesalahan. Sìesìeorang dianggap bì...
	D. Pìengìertian Tindak Pidana Pìenganiayaan
	E. Pìengìertian Tindak Pidana Pìembìunìuhan
	F. Pìembìelaan Tìerpaksa (Noodwìeìer) dalam Hìukìum Pidana

	III.  METODE PENELITIAN
	A. Pìendìekatan Masalah
	B. Sìumbìer dan Jìenis Data
	C. Pìenìentìuan Narasìumbìer
	D. Prosìedìur Pìengìumpìulan dan Pìengìelolaan Data
	E. Analisis Data

	V.  PENUTUP
	A. Simpìulan
	Bìerdasarkan tìemìuan pìenìelitian yang tìelah dipìerolìeh, pìenìulis mìenarik Kìesimpìulan sìebagai bìerikìut:
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA

